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AT}S'tRAKSI

Sampai saat ini, masih terdapat perdebatan para ahli dalam memahami

politik prernerintahan dalam lslam, hal itu sc'benarnya tidak terlepas dari spektrum

politik dan latar belakang historis umat Islam yang secara garis besar mengikuti dua

pola, 1,akni pola politik syiah clan pola politik sunni, mr,skipun sctelah ada dua pola

tersebut tidak nenutup kemungkinan timbul faham-fahanr politik -v-ang lain'

Diantara pola politik tersebut, pola politik syiah tampaknya kurang bisa

diterima apalagi diterapkan oleh sebagian besar umat lslam khususnya kelompok

sunni. namun dernikian tidak berarti bahrva politik syiah tidak bisa diaplikasikan

sama sekali. Sebagai bukti adalah lran, negara tersebut sebagian besar apa yang

dijalankann,va dalam pemerintahan adalah mengembangkan pola politik syiah' Di

negeri ini konsep politik syiah terjelma Imamah dan wilayah Faqih' Konsep-konsep

itu terpolarisasi oleh imam Khomeini yang walaupun terkesan eklusif namun dapat

menumbangkan kekuatan rezjm syiah hingga dikenal dengan Revolusi Islarn lran'

Apa ),ang telah dihasilkan oleh pola politik syiah khusunya imamiyah

selaYaknya tidak dipandang sebelah mata,. Sebab I lragairnanapun politik syiah turut

rnemtrerikan \varna dalarn mengkaji pemerintahan Islam. Maka apa yang telah penulis

kqi dalam skripsi ini rvalaupun tidak berpengaruh penuh namLrn minimal dapat

,re,arnbah khasanah dan rvarvasan kita dalam membaca politik pernerintahan Islarn'

Semoga skripsi ini dapat diambil manfaatnya, terimakasih.

\
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belnknng Masnlalr

Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Rosulnya untuk

disampaikan kepada segenap umat manusia di penjuru persada bumi dan sepanjang

masa sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam dalam hal ini sebagai suatu sistem

keyakinan dan tata ketentuan Illahi yang mengatur segala perikehidupan manusia

dalam segala hubungannya, manusia dengan manusia serta manusia dengan alarn

sgmesta.

Ajaran Islam yang komprehensif ini tidak hanya mengatur satu segi

kehidupan {a, tapi Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik

aspek pribadi, runrah tangga, ekononri, serta politik. Oleh karena itu kehidupan yang

dikotomis yang membedakan secara dualistis antara yang protbne dan yang sakral,

duniawi dan uklu'awi, religius dan sekuler tidak dikenal dalam cara berfikir orang

rnuslim.l

Walaupun demikian, seringkali terjadi benturan antara politik dan agama

antar suatu bangsa, sehingga menjadi persoalan yang sangat rumit. Ini terjadi karena

kepentingan politik seringkali mengabaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh

ajaran agama tersebut.

' IvI. Anrin Rais. Cakarowala Islam, (Bandung; Mizan, 1996).42

I
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2

Sejak hijrah ke Madinah tahun 622 M, Muhammad SAW berperan sebagai

pemimpin tidak dapat dibantah. Selain ia berperan sebagai Nabi dan pemimpin

spiritual Ia juga berperan sebagai negarawan. Maka dari itu ketika baliau wafat

persoalan yang pertanra nruncul adalah nrencari siapa pengganti beliau dalant mengisi

kekosongan kekuasaan.

Setelah melalui musyawarah dan perdebatan yang cukup panjang maka

pemerintahan selanjutnya dipegang oleh Abu Bakar. Masa pemerintahan Abu Bakar

berlanjut sampai tiga orang yang selanjutnya dikenal dengan nama Khulafaur

Rasyidin. Model khalifah pada masa inilah yang merupakan awal tumbuhnya politik

dalam Islam. Ciri utama dari sistem khalifah adalah demokrasi, dimana penguasa

tidah kebal terhadap kritik yang dilontarkan dan semua persoalan yang muncul di

putuskan dengan musyawarah. 2

Namun sebagainrana lazinrnya suatu pemerintahan disana juga diternukan

suatu kendala. Ketika masa pemerintahan Usman pemerintahan disinyalir berbau

nepotisnte dan fhvoritisme. Karena dua hal tersebut maka kericuhan mulai narnpak

terjadi hingga berakibat pada terbunuhnya Usmant. Masa selanjutnya adalah

pemerintahan Ali Bin Abi Thalib, ia juga menghadapi oposisi kuat yang terjadi dari

mereka yang diuntungkan pada masa sebelumnya.s

2 Abdurrahman Arroisi, Islam Pergolakan dan Pembangunan, lakatta; CV. Samudera,

1987.169.184

'Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam, (Surabaya; Risalah Gusti, 1995). 2-3
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J

Setelah perang Siffrn pada tahun 567 M, ditemukan berbagai macam fraksi

politik yang membentuk spektrum pemikiran politik Islant diantaranya adalah

Khawarij dan Syi'ah. Politik bagi paham Khawarij mempunyai hak mutlak tidak

6a1ya untuk menalltang tetapi juga untuk memberontak terhadap penguasa jika

terbukti telah menyimpang dari undang-undang yang telah digariskan.

Menurut garis ini maka pemerintah haruslah seorang dengan pribadi utuh, adil

serta shaleh tanpa mengabaikan nilai Al-Qur'an dan hadist. Maka siapapun dia bagi

f'aftanr Khawarij berhak untuk nternimpin suatu negara asalkan dia memiliki kriteria

sebagaimana tersebut diatas.

Kelompok Sururi mengemukakan teori politiknya yang dikenal dengan

Khalifah. Khalifah adalah pengganti namun dalam kapasitas sebagai pemimpin

rurasyarakat bukan dalam fungsi kenabian. Sehingga khalifah dipilih dengan syarat-

syarat tertentu yang bagi sebagian pemikiran Sunni seperti Al Mawardi garis

keturunan Quraisy merupakan prioritas.a

Lain lagi dengan apa yang menjadi pandangan politik Syi'ah sebagai aliran

yang pemikiran-pemikirannya berseberangan dengan kelompok Khawarij dan Sunni

nraka ia beranggapan bahwa Ummah dan lmamah rnerupakan prinsip Aqidah

Islamiyah yang penting, sehinga tanpa ini tidak bisa diberikan kepada sembarang

orang

t lbid.hal8
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4

Mereka mengatakan bahwa pemerintahan sesudah Nabi berhak dijabat oleh

Ali sarnpai dengart keturunannya yang be{unrlah dua belas (Ahlul Bait)' Di sinilah

menarik untuk mengkaji politik Islam Syi'ah, yang cenderung bersifat keras dalam

ntemandang masalah kepemimpinan. Sehingga keturunan menjadi prioritas utama'

Dalam tataran politik Imamah itulah Syi'ah mengeluarkan doktrin-doktrin

politik guna ntenyebarkan ajaran atau tbham sebagai paradigma baru politik

penrerintahan dalam Islam. Dari paparan latar belatrang masalah sebagai mana

tersebut diatas skripsi ini akan mengulas tentang konsep Politik [slam, dalant

pandangan Syi'ah khususnya Sekte Imamiyah.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

l. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah sebagairnana tersebut diatas, maka

rumusan masalahnya adalah :

a Apakah yang dimaksud dengan Politik Islam ?

b. Bagaimana konsep Politik Islam menurut Syi'ah lmarniyah ?

2. Batasan Masalah

Dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas dapat diketahui

bahwa masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah

terbatas dalam bagaimana gerakan perpolitikan yang dilakukan oleh umat lslam

khususnya Syi'ah tmamiyah. Mengingat luasnya perkembangan Islam Syi'ah
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5

Imamaiyah, maka penulis membatasinya pada pergerakan politik Syi'ah mulai

wafatnya Nabi lv{uhamnrad SAW hingga revolusi Islant di Iran yang diprakarsai

oleh Imam Ayatullah Khorneini dengan kata lain, keseluruhan konsep

penterintahan yang dijalankan oleh pengikut Syi'ah Imarniyah pada nrasyarakat

Iran akan menjadi bahan kajian skipsi ini.

C. Penegasan dnn Alasan Menrilih Judul

l. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul " Konsep Politik [slanl", dalam Perspektif Syi'ah

Imamiyah". Agar tidak terjadi kesalahan didalam memahami isi skripsi ini rnaka

perlu kiranya dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalarrr judul tersebut :

Konsep . rancangan, rencana yang tertulis dikertas 5

Politik : segala yang berkenaan dengan cara-cara dan kebijaksanaan dalam

mengatur negara dan suatu masyarakat atau bangsa 6

Prespektif . pandangan, pendapat artinya konsep yang bermaksud rnenanggapi

dan menerangkan masalah yang dikaji atau dimaksud.T

Syi'ah : suatu aliran [slam yang meyakini bahwa Ali Bin Abi Thalib dan

keturunannya adalah imam atau para pemimpin agama dan umat

5 Bambang Marhijanto, Kamus Bahasa Indonesia Populer, (Surabaya; Bintang
Timur, 1995).330

u Ys. Mario, Kamus Termilogi Populer, (surabaya; Beringin laya,1997).248
7 Mas'ud Khasan. Abdul Qohar, Kamus llmiah Populer, (Jakarta; Bintang Pelajar,

988), 283
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6

setelahNabiMuhammadSAw.darisegibahasakataSyi,ah

berartipengikut,kelompokataugolorrgansebagainranayang

tersebut dalam Surat As-Saffat : 83 
8

Imamiyah : golongan yang rneyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah

menunjukAliBinAbiThalibsebagaipenggantinyadenganjelas

dan tegas. Mereka berjumlah dua belas yang dikenal dengan Ahlul

Bait.e

Dari pemahaman secara etimologis tersebut dapat diambil pengertian

secara terminologi. Bahwasanya dengan judul di atas skripsi ini akan menggali

data yang berkenaan dengan konsep politik dalam pandangan [slam Syi'ah

khusunya sekte Imamiyah. Keseluruhan dari ajaran politik Syi'ah tmamiyah

dalam memandang kekuasaan dan proses bernegara akan kami kaji dalam

pembahasan skripsi ini. Masalah-masalah tersebut akan dikaji berdasarkan

tataran rasionalitas tanpa tendensi untuk ntembuat diskriminasi terhadap ajaran

Syi'ah lmamiYah.

2. Alasan memilih judul

Alasan yang mendasari pembuatan skripsi dengan judul sebagaimana

t Dewan Redaksi Ensiklopesi Islttm, (Jakarta; Ichtiar Van Hoive'
n lbid.halS

l9e4). -s

tersebut diatas adalah :
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l. Politik merupakan suatu persoalan yang menarik untuk dikaji. Sebab

walaupun secara tersurat/implisit Islam tidak menjelaskan tentang sistem

politik ini secara jelas dan detail dalam memandang suatu negara, namun

sistem pernerintahan sebagaimana yang terjadi pada nlasa khulafaurrasyidin

sehingga rnelahirkan suatu rentetan proses politik yang merupakan awal baru

berdirinya sejarah politik Islam.

2. Adanya perbedaan yang sangat rentan dalam mengemukakan pendapat

tentang politik diantara aliran baik Sunni, Khawarij maupun Syi'ah. Sehingga

penulis tertarik untuk mengkaji konsep politik Islam dalarn pandangan Syi'ah

khusunya sekte Imamiyah.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka, tujuan yang ingin dicapai dari

penulisan skripsi ini adalah :

l. Ingin rnengkaji persoalan politik secara jelas. Utamanya yang menjadi obyek

kajian adalah politik dalam pandangan Islam Syi'ah khususnya sekte Imamiyah.

2. [ngin memperoleh pemahaman secara utuh tentang konsep pemerintahan yang

diyakini oleh Syia'ah Imamiyah dalam menjalankan proses bernegara.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang Syi'ah sebenarnya telah banyak dilakukan, baik dari kalangan

Syi'ah itu sendiri maupun dari pihak lain dengan berbagai macam alasan, motivasi,

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



8

dan kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa Syi'ah sebagai suatu kekuatan

ideologis dan realitas sosiologis menarik untuk di telaah. Asumsi ini tidaklah

berlebihan, karena sejak kemunculannya sampai sekarang ada " sesuatu " yang sangat

menarik yang fundamental. Maka Islam Syi'ah berbeda dengan Islam lainnya.

Sesuatu di atas dimahsudkan untuk melihat doktrin Syi'ah tentang Imamah.

Diantara kajian yang dapat dijadikan referensi adalah apa yang ditulis oleh

Allamah Muhammad Husein Tabathaba'i derrgan karyanya Shi'ite Islam (Islam

Syi'ah). Dalam buku ini Thaba'i menjelaskan secara konologis dimulai dengan latar

belaliang secara historis kemunculannya, perkembangan sekte dan pemikiran

keagamaan dari Syi'ah yang mengetengahkan aspek formal agama dan metode

penalaran intelektual serta institusinya yang telah harus dilakukan.

Lebih jauh lagi adalah apa yang dikaji oleh Abdul Aziz A. Sachedina dalam

karyanya kepemimpinan lslam prespektif Syi'ah lmamiyah yang membahas konsep

penguasa yang adil menurut madzab hnamiyah yang membahas konsep penguasa

yang adil menurut madzab lmamiyah berdasarkan yurisprudensi oleh para ulama'

imamiyah mulai awal-awal para imam sampai sekarang. Buku ini juga mengulas

tentang otoritas kepemimpinan Faqih Imamiyah sehingga terlihat jelas hubungan

antara Syi'ah dengan otoritas politik.

Dalam buku modern Islam Political Thought yang terjemahkan oleh Hamid

Enayat dengan judul Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, disitu disebutkan bahwa

gagasan politik yang pokok dikalanagan kaum muslinrin abad ke-20 mulai dari masa

kekhalifahan, negara Islam, nasionalisme, demokrasi dan sosialisme diulas secara
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9

gamblang. Disamping ketiga literatur di atas masih banyak buku yang kami jadikan

acuan dalam mengkaji politik Syi'ah tersebut.

Buku-buku tersebut telah membuka jalan bagi pemikir muslim untuk lebih

dekat mengkaji persoalan yang terkait dengan teologi dan pemikiran politik dari

Syi'ah khususnya lmamiyah meskipun dalam telaah yang sangat sederhana.

F. MetodologiPenelitian

l. Sumber Data

Penelitian di sini adalah penelitian literer sehingga data yang diperoleh berasal

dari buku, artikel, majalall atau tulisan lain yang berkenaan dengan pembahasan.

Secara gads besamya data itu diperoleh dari :

a. Sumber Primer

l. Kepemimpinan dalam Islam perspektif Syi'ah Islarniyah karya Abdul Aziz

A. Sachedina.

2. Islam Syi'ah karya Allamah M.H. Thaba Thaba'i.

3 Islam Alternatif karya Jalaluddin Rahmat.

4. tnilah Islam karya Allamah M.H. Thaba Thaba'i .

5. Dari Saqifah sampai Imamah karya S.H.M. Jafri.

6. Dinamika Revolusi Islam Iran karya Riza Sihbudi.

b. Sumber Sekunder

l. l'tiqot Ahlussunah Waljarna'ah karya Sirajuddin Abbas

2. Teori Politik lslam karya Khalid lbrahinr Jindan
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3. Syi'ah Studi Aliran dan Tokoh-Tokohnya karya H'M. Joesoef Sou'yb

4. Islam dan Masalah Kenegaraan karya Syaf i Maarif

2. Pengolahan Data

Dalarn penelitian ini data diperoleh dengan jalan mengumpulkan, membaca'

menelaah sumber-sumber data. Selanjutnya data-data yang diperoleh tersebut diolah

dan dianalisa untuk ditarik suatu kesimpulan'

3. Metode Annlisn Datn

Analisa data di sini bersifat deskriptif historis, yaitu mengkaji suatu status

kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, Suatu sistem pemikiran atau suatu

kelas peristiwa masa sekarang, dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau

gambaran secara sistematis, aktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antara tbnomena yang diselidiki.

G. Sistenratika Pembahasan

Sistematika Penulisan skripsi ini terdiri dari Bab, yang nrasing-masing Bab

terdiri dari sub bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab Pertanra merupakan pendahuluan yang meliputi penjelasan latar belakang

masalah, rumusan dan batasan masalah, penegasan judul dan alasan memilih judul'

tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika

pembahasan.
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Bab Dua membahas tentang kajian teoritis dimana mengkaji politik secara

global, meliputi pengertian politik, politik [slam, konsep negara dalam lslam serta

sistem pemerintahan dalam Islam.

Bab Tiga nterupakan inti pernbahasan yang mengkaji konsep politik [slam

menurut Syi'ah Imamiyah. Meliputi : sejarah lahirnya Syi'ah sekte lmamiyah, ajaran-

ajaran Syi'ah ltnanliyah, yang terbagi dalam pengertian Inutnah, enam sikap politik

lpramah dalam Syi'ah Imamiyah, serta fungsi Wilayah-Faqih dalam pemerintahan

Syi'ah lmamiyah.

Bab Empat merupakan analisa dimana penulis fokuskan pada "Paradigma

Baru pemerintahap Islam telaah terhadap pemikiran politik Khomeini pada revolusi

lslam [ran", yang terbagi dalam dua bahasan yakni : Latar Belakang, Perkembangan

Revolusi Islam Iran dan Khomeini, Pemikiran Politik menuju pemerintahan Islam'

Bab Lima yakni Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.
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BAB II

POLITIK, PEMERINTAHAN MENURUT ISLAM

A. Pengertiur Politik

Perkataan politik berasal dari urat kata Yuttat'i l'oli't yattg berarti kota pada

masa modern. Istilah politik berarti seni atau suatu ilmu pengetahuan yang mengatur

tentang pemerintahan; suatu ilmu yang berkaitan prinsip pengaturan dan pengawasan

rakyat yang hidup dalam masyarakat.r

Fenomena kehidupan politik sebenarnya telah ada sejak manusia ada, meski

pada awalnya masih terbentuk sangat sederhana dan belum merupakan suatu lembaga

yang terorganisir. Seiring perkembangan peradaban manusia, ilmu politik mengalami

perkembangan substansial. Hal ini didorong oleh bertambahnya intensitas urgensitas

nranusia akal adanya Suatu konsep aturan kehidupan bersama yang melembaga dan

terorganisir.

Garnbaran awal itulah yang menyebabkan para ahli atau para ilmuwan

memberikan definisi tentang politik secara berlainan, karena dipengaruhi oleh situasi

dan kondisi masing-masing. Politik dalam bahasa arabnya disebut dengan "siyasah"

dan dalam bahasa Inggris *politics- yang berarti cerdik atau bijaksana' Memang

I Ahmad Syafi'I Ma'arifl Study Tentang Percaturan Dalam Konstutuante, Islam dan

Masalah Kenegaraan, (Jakarta; LP3ES, 1995), hal' l2

t2
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dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan politik sebagai cara

yang dipakai dalam mencapai tujuan.

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan

politik pada galibnya adalah membicarakan negara karena teori politik menyelidiki

negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat. Selain itu

politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejara pembentukan negara, hakekat,

bentuk dan tujuan negara. Disamping menyelidiki hal-hal seperti pressure group, elit

politik, pendapat umum. peranan partai serta pemilihan umum.2

Sebagai istilah "politik" pertama dikenal melalui buku Plato dan Aristo yag

berjudul Politiea yang juga dikenal dengan Republik. Kedua buku tersebut

merupakan pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari karya

tersebut diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep

pengaturan masyarakat. Karena menyangkut bagaimana masyarakat dibina agar

terwujud masyarakat negara yang baik. Dari pemahaman ini politik cenderung untuk

dekat pada negara, kekuasaan, otoritas dan konflik.l

Lebih larrjut marilah kita lihat berbagai pendetinisian ilmu politik sebagai

berikut .

2lnu Kencana Syaf ie, Ilmu Politik (Jakarta ; Rineka Cipta, 1996), l8
3 Abdul Mu'rn Salim, Konsep Kehnsaan Polftik Dalam Al Qur'an (Jakarta;

Manajemen RajaGrafindo Persada, 1995), 35.
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Menurut Johan Kaspar Bluntschli "Political Science" |'he science is concerned with

llrc slate, v,ich encleavour lo untler.sluul the slttle in il.s cuulitiotts, itt il,s essen,sial

nolttre, in variosfrom or maniveslaliott.s il's developmenl."

"1mu politik adalah ilmu yang menyangkut tentang negara, dimana berusaha untuk

mengerti dan memahami sebuah negara dalam kondisinya, dalam esensinya, dan

dalam berbagai bentuknya atau manifestasi dalam perkembangannya.

Menurut Raymond G. Gettel '?olitical science is the science of the state, it deals

with:

- The relations of indifiduals to one another insofar as the state regulates them by

law.

- The relations of inditiduals or groups of indifiduals to the state.

- The relations of state to state.

Ilrrru politik adalah sebuah ilmu tentang negara, yang setuju dengan :

- hubungan orang perorangan dengan yang lain sejauh negara mengatur mereka

dengan hukum.

- hubungan orang perorangan atau kelompok dengan negara'

- hubungan negara dengan negara.4

Ramlan Surbakti memberikan definisi politik pada lima pengertian pokok

yakni .

* Ibid, Inu Kencana Syafiie, Ilmu Politik,19
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1. Usaha-usaha yang ditempuh warga

mewujudkan kebaikan bersanla'

negara untuk membicarakan dan

Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan

politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dart

mempertahanliatt kekuasaan dalam masyarakat

1, Sebagai kegiatan Yang

kebijaksanaan umum.

berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan

5. Sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber

yang dianggaP Penting. 
5

Namun bagi Mechiavelli politik berarti kekuasaan, balas membalas, memakai

topeng, serta mencari kelemahan lawan. Lain lagi apa yang dikatakan oleh Deliar

Noer dimana politik adalah segala aktitjtas yang berubungan dengan kekuasaan dan

yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan

satu bentuk susunan ntasYarakat.

Kutipan tentang detilisi politik yang berlainan tersebut nlenunjukkan bahwa

hakekat politik adalah perilatiu nunusia yang berupa aktifitas ataupun sikap yang

bertujuan mempengaruhi dan mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan

menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik meskipun

harus diakui kekuasaan tidak bisa dipisahkan dengan politik.

1992) 6

s Ramlan Surbahi, Memahami llmu Politi&, (Jakarta ; Gramedia widiasarana'
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Secara umum dapat dikatakan bahwa politik tidak lain dari segala kegiatan

manusia yang bertaliap dengan masalah kekuasaan meliputi bagaimana cata

mendapatkannya, rnempertahankannya dan akhirnya bagaimana mempergunakannya'

Tiga hal dalam proses bernegara itulah yang dijadikan lapangan kajian dalam

melaksanakan PerPolitikan.

Dari semua definisi politik yang terdapat dalam kepustakaan ilmu politik

dapat diambil pengertian secara umum bahwa politik adalah macam-macam kegiatan

dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus

melaksanahan sistem itu. Untuk melaksanakan tujuan yang dimaksud perlu

pengaturan dan pembagian alokasi sumber-sumber yang ada. Sedangkan untuk

melaksanalian kebijaksaniun perlu memiliki kekuasaan Qtower) dan kewenangan

(aulhority) baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik

yang mungkin timbul.

Perbedaan para ilmuwan dalam membuat definisi ilmu politik lebih

disebabkan oleh konsep yang didekati dalam ilmu politik yang dilihat dari sudut

negara (state), kekuasaan Qsower), pengmbilan keputusan Qlecisiott makittg)'

kebijaksan aan (policy beleid),pembagian Qtistributiorl), atau alokasi (allocation)'6

o Ch"ppy Haricahyon o,Ilmtt Politik dan Prespektifnya, (Yogyakarta; Tiara Wacana'

1986),6
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B. Pengertian Politik Islam

Agaknya sudah menrpakan kebiasaan orang-orang tertentu untuk agak

menyamakan lslam dengan salah satu sistem kehidupan dewasa ini. Ada yang

mengatakan Islam sama dengan demokrasi yang berkembang saat ini. Untuk

menghindari kesalahpahaman dalam memahami politik tslam yang dilihat dari

berbagai macanl sudut pandang maka perlu diketahui apa sebenarnya politik Islam

tersebut, sebab Islam merupakan agama yang mencakup tatanan kehidupan yang

universal dan sentpurna.

lman terhadap keesaan dan kekuasaan Allah merupakan landasan sistem

sosial dan moral yang ditanamkan oleh para rosul. Dari sinilah politik lslant

mengambil titik pijak. Prinsip dasar [slam ialah bahwa rnahkluk manusia baik secara

individual maupun kelompok harus menyerahkan semua hak atas kekuasaan,

legitimasi serta penguasaan atas sesamanya. Tidak seorangpun diberi wewenang

memberi perintah dan melaksanakan aturan-aturan sekehendak hatinya. Menurut teori

ini kedaulatan adalah di tangan Tuhan, sehingga tidak seorangpun apakah itu rosul

memerintah dengan kehendak hatinya, karena rosul itu sendiri merupakan subyek dari

perintah Tuhan.

Betapapun kepercayaan antara kesatuan agama dengan politik, tapi

pengalaman sejarah sering memperlihatkan kontradiksi dengan ide lslam.

permasalahan yang timbul dari perbedaan-perbedaan keyakinan itulah yang

menyebabkan bangkit nya perkembangan pemi kiran politik I slam.
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Teori politik Islam klasik dari pihak sunni mengambil bentuk pada masa

daulat Abbasiyah. Dimana para yurisl dan teolog muslirn berutang budi pada dua hal

yang menjadi tujuan yakni mempertahankan maksud dan tujuan illahi tentang

masyarakat dan mengesahkan tuntutan kekuasaan pemerintah.

Idealisme moral bagi pemimpin Islam terwujud dalam menegakhan keadilan,

sehingga tugas utama seorang kholifah adalah memperpegangi dan mempertahankan

syari'ah. Dia adalah pengawas dan pelindung lslam, pemberi kepentingan seluruh

rakyat utamanya masalah keimanan. Sekalipun pemikiran politik Islam itu punya

variasi tapi prinsip yang umum muncul adalah mengenai syarat kepala negara yang

berdasarkan syari'at.

Perlu pengakuan adanya pihak penguasa bahwa syari'ah itu hukum resmi

dalam negara maka hal itu sudah menjadikan masyarakat pada pola watak Islam.

Hukum lslam, bukan komitmen keagamaan maupun watak moral pihak penguasa tapi

kriteria bagi legitimasi negara Islam.T

Teori politik yang pertama timbul dari perkembangan politik yang terjadi

dalam sejarah Islam ialah mengenai jabatan kepala negara. Siapa yang menjadi

kepala negara sebagai pengganti Nabi dan bagaimana cara pengangkatannya. Itulah

yang menyebabkan perbedaan paham di bidang politik dalam Islam.8

'John. L. Esposito. Islam dan Polrtik (Jakarta; Bulan Bintang, 1990)' 41
t Harun Nasution, Islam Ditiniau Dari Berbagai Aspeknya (Jakarta; UI Press,

1979). l0l
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Bagi Hakirn Javid lqbal rnasalah pokok teori politik Islam adalah pendirian

negara Islam yang didasarkan pada konsep /alah (kebahagiaan). Dengan ciri pokok

negara Islam yaitu keunggulan syariat, persetujuan dan solidaritas umat serta lembaga

yang memerintah masyarakat (khalifah).e

Hasrat untuk menciptakan sebuah tatanan sosial yang adil dalam sistem Islanr

bukan hanya merupakan suatu cita-cita politik yang sempit. Secara internal hal

tersebut berkaitan dengan dohrin keselamatan (soteriologlt) karena tujuan utama

Islam adalah menciptakan kerajaan Allah di muka bumi. Menurut pendapat

Sachedina ia mengkategorikan konsep keadilan Islam pada obyek-positif dan

teistik.to

Dalam keadilan positif obyektif manusia diperlakukan secara sama untuk

menanggapi bimbingan universar yang ada dalam kitab suci, Dipandang dari

prespektif ini keadilan illahi merupakan tujuan pokok wahyu Islam dan diekspresikan

dalam hukum-hukum suci Islam yang berkenaan dengan urusan duniawi dan religius

manusta

Hukurn-hukunl suci tersebut yang berjehna dalam sya'riah dan didasarkan

pada dua sumber yaitu Al-Quran dan Assunah dianggap sebagai ungkapan kehendak

Allah dan ttrenunjukkan cara bagaimana merealisasikan keadilan illahiah dalanr

sejarah. Jadi hanya syariah yang dapat mengklaim basis otoritas politik, dengarr

e Muntaz Ahmad, Masalah-nasalah
Mizzan,l996). l8

to lbid.hal.26

Teori Politik Islam, (Bandung;
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Al-Quran dan Sunnah Rasul membentuk instrumen-instrumen konstitusional dan

sumber-sumber dekat otoritas dalam sebuah pemerintahan Islam.

Dalam membentuk konsep teori politik tslam maka yang perlu diperhatikan

oleh para teoritisi politik Islam adalah harus merujuk pada tujuan-tujuan berikut :

a. Membangun dan mengelola masyaraliat lslam sejati

b. Nlemprakarsai, mengelola dan mengatur kebijaksanaan-kebijaksanaan dan

program pengembangan politik, sosial, dan ekonomi dalam rangka persamaan

hak Islami.

c. Menciptakan lembaga-lembaga baru atau menyesuaikan yang ada sehingga

cocok dengan ajaran Islami.

Dalam sejarahnya yang panjang umat mungkin tidak selalu hidup dengan cita-

cita yang tinggi tersebut tetapi cita-cita itu selalu ada menantikan setiap generasi baru

ntuslim untuk nrewujudkannya. Oleh karena itu, tantangan bagi umat adalah

prenyesuaikan lembaga-lembaga lama, atau merencanakan yang baru sehingga dapat

rnenjamin;

l. Bahwa syari'ah merupakan hukunr tertinggi negara.

Z. Setiap orang diperlakukan sesuai dengan hukum-hukum yang mencerminkan dan

menerapkan syari'ah.

3 Bahwa hal-hal pribadi dilindungi dan bahwa ada lembaga-lembaga yang mampu

memberikan perlindungan semacam itu.
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q. Bahwa rakyat tidak dipaksa untuk mematuhi hukum-hukum sekuler yang

bertentangan dengan syari'ah.

5. Bahwa hak untuk menolak dan dan mencari keputusan keadilan dalam peradilan

bebas, dijamin bagi setiaP orang.

6. Bahwa pengguna atau otoritas bertindak sesuai dengan keadilan dan persamaan

hak

7. Bahwa syuro sebagaidasar pembinaan keputusan dan mengatur masalah-masalah

umum benar-benar berjalan baik.

Seperti keadilan maka persamaan hak juga merupakan prinsip pokok dalam

Islam. Unsur-unsur pokok tersebut menghendaki setiap orang diberi kesempatan yang

sama, dihargai martabatnya, keamanan hidupnya, serta kehormatan dan kekayaannya.

Tetapi persamaan hak ini bukanlah satu yang hasilnya sama untuk semua.

Al-Qur-an menjelaskan ketentuan-ketentuan untuk menghasilkan kehormatan

dan kekuasaan di kalangan umat dengan syarat-syarat meliputi moral, yang berarti

harus memilliki kelurusan moral dalam nrenghadapi bahaya atau godaan,

memberikan bantuan pada masyarakat muslim, berkemampuan tinggi dan

mempunyai kemampuan fisik bagus.

Ringkasan Al-Qur'an menjelaskan bahwa kekuasaan harus diberikan kepada

orang yang mampu memerintah, bukan pada orang-orang yang memerintah melalui

tipu muslihat. Al-Qur'an memandang kekuasaan sebagai amanat dan menggariskan

aturan pokok yang harus dilaksanakan. Hal itu menjadikan setiap orang

bertanggungjawab atas kepemimpinannya dan nrempergunakan kekuasaan untuk
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menegakkan keadilan dan kemurahan hati, kehidupan di dunia merupakan rute yang

harus dilalui setiap orang sehingga ia memperoleh kemenangan di akhirat' Oleh

karena itu tugas umat adalah mengubah retorika idealisme lslam menjadi program-

prograrn praktis yang dapat mempengaruhi segala proses legislatif kehakiman dal

eksekutifdalam negara dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Narna yang cocok untuk politik [slam ini adalah kerajaan Tuhan (Kingdom of

God) yang didalamnya bahasa politik disebut dengan Teokrasi. Tapi teokrasi lslam

sama sekali berbeda dengan teokrasi yang pernah berjaya pada dunia Eropa' Dimana

kelompok-kelompok khusus melakukan dominasi yang tidak terhingga dalam

rlenegakkan hukumnya sendiri atas nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya

memaksakan keillahianya sendiri kepada rakyat'

Sistem peprerintahan sebagaimana di atas lebih bersitbt syuithottiyul dari pada

Illahiyah. Sangat berlatarbelaliang dengan ini teokrasi yang dibangun oleh Islam

tidaklah dikuasai oleh kelompok keagamaan manaputt kecuali seluruh masyarakat

Islam. Seluruh penduduk Islam menyelenggarakan pemerintahan sejalan dengan

kitabullah dan praktek Rasulullah. Maka Al Maududi mengatakan sistem

pemerintahan Islam semacam itu disebut dengan Teo-Demokrasi.rr

Sistem teo-demokasi tersebut mendasarkan pemerintahan pada demokrasi

Illahi karena kedaulatan rakyat berada di bawah pengawasan Tuhan. Semua masalah

yang dihadapi oleh umat Islam jika tidak terdapat dalam syari'at maka diputuskan

,' Abul A'la Al Maududr. Sistem Politik Islam, (Bandung; Mizan, 1995. 159-160
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melalui jalan mutakat. Muslim yang mampu untuk menafsirkan hukum-hukum diberi

hak untuk melakukan. Dalam hal ini politik Islam disebut sebagai demokrasi

C. Konsep Negara Dalam Islam

Menrbahas nrengenai konsep negara dalam Islanr nraka, keseluruhannya tidak

lepas dari peran yang digali dari pernyataan-pernyataan dari kitab suci Al-Qur'an.

Negara dalam menyandarkan konsepnya pada kedaulatan Tuhan dan kekhalifahan

manusia. Sehingga dari dasar tersebut dapat diambil pengertian bahwa .

l. Tidak ada seorangpun, bahkan seluruh penduduk negara secara keseluruhan

dapat menggugat kedaulatan. Hanya Tuhan yang berdaulat sedang manusia

sebagai subyek.

2. Tuhan merupakan pemberi hukum sejati, dan wewenang mutlak legislasi ada

padanya. Orang mukmin tidak dapat mengubah legislasi yang sudah dibuat oleh

Tuhan, sekalipun tuntutan untuk mengubah legislasi diperoleh secara mufakat

bulat.

3. Suatu negara Islam dalam segala hal haruslah didasarkan pada hukum yang

ditetapkan oleh Allah kepada manusia melalui perantara Rasulnya. Pemerintah

yang akan menyelenggarakan pemerintahan semacam ini akan diberi hak umtuk

ditaati dalam kemampuannya sebagai agen politik yang diciptakan untuk

menegakkan hukum-hukum Tuhan. Sepanjang perintah tersebut tidak
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menyimpang dari ketentuan Allah maka wajib ditaati namun jika melanggar

tidak lagi mengikat orang-orang mukmin.r2

Tujuan negara tidak hanya mencegah rakyat untuk saling memeras dan untuk

melindungi kebebasan mereka dari peran serta negara asing. Negara ini juga

bertujuan untuk mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkesinambungan

yang telah dijelaskan Allah dalam kitab suci Al-Qur'an. Untuk tujuan ini kekuatan

politik dipergunakan demi kepentingan itu bila diperlukan. Semua sarana dan

persuasi damai akan dipergunakan, pendidikan moral rakyat akan dilaksanakan dan

pengaruh sosial maupun pendapat umum akan dijinakkan.

Karakteristik lain dari negara Islam adalah bahwa ia merupakan negara

ideologis. Dari pengamatan yang jelas atas Al-Qur'an dapat dilihat bahwa negara

yang bercorak Islam maka ideologi tunggal adalah Al-Qur'an dan bertujuan untuk

nrenegakkan ideologi tersebut. Orang-orarlg yang rnelaksanakan ideologi tersebut

harus menjunjung tinggi hukum lllahi.

Dalam hal kewarganegaraan Islam dengan jelas menolak perbedaan warna

kulit, suku, baha, ras dan geografis sehingga siapa yang tunduk pada aturan ini maka

ia dapat bernaung dalam negara tslam. tslam tidak pernah memaksakan prinsip-

prinsip sosial kepada pihak lain dengan cara kekerasan. Model semacam itulah yang

merupakan dasar negara Islam.

" Ibid. hal. 158
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Mengutip dari pendapat Al Mawardi bahwa dari segi politik negara itu

memerlukan enam sendi utama :

1. Agama yang dihayati, agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan

pengawas melekat pada hati nurani manusia, karenanya merupakan sendi yang

terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara'

2. penguasa yang berwibawa, dengan wibawanya dia dapat mempersatukan

aspirasi-apirasi yang berbeda, dan membina negara untuk mencapai sasarannyua

yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan dan

kehormatan warga negara, serta menjamin mata pencaharian mereka' Penguasa

itu imam dan khalifah.

3. Keadilan yang ntenyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta

keakraban antar sesama walga negara. Adanya rasa hormat dan ketaatan kepada

pemimpin, sehingga penduduk akan berkembang dan penguasa akan kokoh.

4. Keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan rakyat dapat merasakan

ketenangan batin, dan dengan tidak adanya rasa takut akan berkembang inisiatif

dan daya kreasi rakYat.

5. Kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan ini kebutuhan rakyat akan

bahan makanan akan materi dapat dipenuhi. Dengan demikian dapat dihindarkan

perebutan dengan segala akibatnya.
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6 Harapan kelangsungan hidup. Dalam kehidupan manusia ada keterkaitan antara

generasi dengan generasi yang lain' Sehingga ada harapan untuk mewujudkan

kehidupan Yang lebih baik'r3

D. Sistenr Pemerintahan Menurut Islant

Menurut Haikal di dalam Islam tidak dikenal satu sistem pemerintahan yang

baku. Urnat tslam bebas menganut sistem pemerintahan bagaimanapun asalkan

sistem tersebut menjamin sistem persamaan antar sesama warga negaranya' baik hak

maupun kewajiban, dan juga dimuka hukum dimana unrsan negara diselenggarakan

melalui konsep syuro atau musyawarah. semua itu berpegang pada tata nilai moral

dan etika yang diajarkan tslam bagi peradaban manusia'ra

Sistem pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam adalah

sistem yang menjamin kebebasan dan berdasarkan prinsip bahwa kepala negara dan

kebijaksanaan harus sepertujuan rakyat' Rakyat berhak mengawasi pelaksanaan

pemerintahan dan meminta pertanggungiawaban, jika ada tindakan yang menyalahi

aturan

Setiap pemerintahan lslanr tidak bisa tidak harus mendasarkan prinsip-prinsip

politik dan perundang-undangan Al-Qur'an dan As-sunnah' Oleh karena itu prinsip

konstitusional dan politik terikat kepada kedua sumber tersebut' Bila kita mengkaji

Al-Qur,andanAs-sunnahlebihdalammakadapatdipahamiadanyanilai.nilaipolitik

tt Munawir Sjazali. Islam clan Tata Negara (Jakarta; UI Press'

to lhid Hal. 188

le93). 6t-62
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atau prinsip konstitusional yang harus ditegakkan dan dijadikan pilar penyelenggaran

pemerintahan. Diantaranya adalah musyawarah, keadilan, persaudaraan (ukhuwah)

serta persamaan. "
Ketika dunia seluruhnya sedang dalam abad kegelapan atau abad pertengahan,

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi penutup Muhanrmad SAW tahun 610 M. dengan

mengumumkan berakhirnya masa kegelapan, kekuasaan agama dan kekaisaran

sekaligus. Allah menjelaskan bahwa penguasa berkewajiban mengemukakan undang-

undang Allah dan jika ia membuat undang-undang sendiri maka ia telah

menempatkan dirinya sebagai mitra Allah dan menjadi wali manusia selain Allah.16

Allah bertirman dalam surat AI A'raf ayat 3 yang artinya . Ikutilah apa yang

diturunkan Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya.

Kepemimpinan negara dalam sistem Islam dengan sebutan apapun terlaksana dengan

adanya ikatan antara umat dan penguasa, dan yang mewakili umat adalah majelis

umat, ikatan ini disebut bai'at.

Kepemimpinan dalam pemerintahan Islarn tidak suci dari tokoh agama sebab

asas kepemimpinan mengacu pada Al-quran dan Sunnah sebagai undang-undang

tertulis yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari.

Ivlasalah-masalah yang tidak ditemukan pemecahannya dalam kedua sumber tersebut

tt Salim ltzzam, Pemerintahan Islam (Bandung; Mizan, lg83). 28-35
'u Salim AIi Al-Bahansawi, Terjemah Musthofa Maufur, Wawassn Sistem potitik

Islam, (Jakarta; Pustaka Al Kautsar 199-5). l0l
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nraka jalan alternatif yang ditempuh oleh pemerintah adalah melalui kaidah-kaidah

musyawarah sebagairnana tercermin dalam pemerintahan khalifah Umar lbnu Khatab'

Sistirn pemerintahan lslam dapat ditemukan pada masa Rasulullah SAW' dan

nlasa pemerintahan Khulafaurrasyidin. Pada masa itu tugas khalifah dibantu oleh

para sahabat sehingga apa yang dijalankan oleh pemerintah sebagai pelaksanaarl

penterintah tidak bersifat otoriter. Menurut Maududi sistem pemerintahan Islam

mengacu pada kriteria :

l. Bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan Allah, manusia dimuka bumi sebagai

pelaksana kedaulatan tersebut.

2. Kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga lembaga yaitu lembaga eksekutif,

legislatif serta Yudikatif

3. Badan-badan yang ada dalam negara dibentuk oleh umat dengan persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan.

Sistem lslam berbeda dengan sistem buatan manusia dan sistem agama di

Eropa. lslant meletakkan dasar-dasar kekuasaan atau yang lebih tepat, sistem khilaf'ah

dengan mengacu Pada:

l. Kepentingan negara diambil dari kekuasaan publik melalui pemilihan sebagai

mana riwayat Al-Bukhari bahwa nabi bersabda "keluarkanlah kepadaku dua

belas wakil diantara kalian untuk mewakili urusan mereka" wakil itu dipilih oleh

rakyat untuk mencari penguasa atau pemimpin dan memberhentikannya jika

terjadi penyimpangan di dalamnya.
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2. penguasa menjalankan akad yang telah disepakati antara rakyat dan dirinya'

Akad ini berupa baiat yang diwakili antara penguasa dan Ahl Al Hilli wa

Al .Ahdi (wakil yang nrenriliki keahlian untuk menahan atau nreluluskan

kebijal,ian penterintah) sebagai wakil rakyat'

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan dalanr sistem pemerintahan Islant'

maka tujuan dan dasar pemerintahan lslam dapat dibagi menjadi dua :

l. Untuk melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-

Nya dengan Ikhlas serta patuh dan untuk menghidupkan Sunnah serta memerangi

bid'ah, agar semua umat dapat melakukan ketaatan kepada Allah dengan baik'

Z. Memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi seperti menghimpun

dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak,

menjaga kezaliman dan lain-lain.

Berkenaan dengan itu maka Yusuf Musa merumuskan tujuan dan sistem

pemerintahan Islam sebagai berikut .

l. Ivlemberikan penjelasan yang benar dan menghilangkan keragu-raguan terhadap

hakekat Islam kepada seluruh manusia, mengajak kepada Islam dengan kasih,

rnelindungi umat dari tindakan golongan anti aganla serta membela syari'at dari

orang-orang yang melanggarnYa.

Z. Mengupayakan segalacarauntuk menjaga persatuan dan kesatuan, saling tolong

menolong diantara sesama mereka, meningkatkan taraf hidup masyarakat

sehingga mereka dapat tumbuh bagai tembok yang kokoh.
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3. Melindungi tanah air dari setiap agresi dan seluruh warga negara dari kezaliman'

kedurhakaan dan tirani, memperlakukan mereka semua dalam hak dan kewajiban

tanpa perbedaan antara amir dan rakyat. kuat dan lemah. kawan dan lawan.lT

Sebagaimana dijelaskan bahwa dasar-dasar pemerintahan Islam ada pada tiga

hal yalg harus dipeluhi yaitu musyawarah, keadilan dan eksekutif yang jujur'

Berikut ini akan dikutip hasil keputusan konfrensi para ulama' dari semua aliran

(Sunni, Syi'ah) di Karachi pada tanggal2l'24 Juni l95l sebagai berikut :

l. Kekuasaan tertinggi atas segenap alam semesta dan semua hukum terletak hanya

kepada Allah, Tuhan semesta alam.

2. Hukum di muka bumi harus berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah'

Ketetapan Islam ataupun aturan administrasi yang akan dikeluarkan dan

diberlakukan tidak boleh melanggar Al-Qur'an dan As-Sunnah.rt

, t, Muhibbin, MA., Hadist-hadist Politik, CYogfkarta; Pusaka Pelajar, 1996).34

" Ibid. hal. 35
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BAB III

KONSEP POLITIK ISLAM MENURUT SYI'AH IMAMIYAH

A. Sejarah Munculnya Syi'ah Imamiyah

Para penulis sejarah lslanr berbeda peldapat mengenai awal mula lahirnya

Syi,ah. sebagaian menganggap Syi'ah lahir langsung setelah wafatnya Nabi

Nluhammad SAW, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Ansor dan

Muhajirin yang menuntut kekhalifahan bagi Ali Bin Abi Thalib' sebagian lain

menganggap Syi'ah lahir pada masa akhir kekhalifahan Utsman Bin Afan'

Pendapat yang paling populer adalah Syi'ah lahir setelah gagalnya

perundingan antara pihak pasukan khalifah Ali Bin Abi Thalib dengan Muawiyah Bin

Abi sufyan di sifflrn dimana peristiwa tersebut lazim disebut sebagai peristiwa

tahkim. Sebagaimana lazimnya suatu aliran yang muncul sebagai akibat dari

pergolakan politik yang ada maka aliran Syi'ah pun tak luput dari perpecahan

sehingga menyebabkan Syi'ah terbagi dalam sekte-sekte'

Dari semua sekte yang ada dalam Syi'ah maka Imamiyah merupakan sekte

terbesar dan banyak pengikutnya. Mereka pada mulanya adalah kelompok yang sama

dari pendukung Ali, yang sepeninggal Nabi mereka membela Ahlul bait dalam

masalah kekhalifahan dan wewenang keagamaan, mengkritik dan memprotes

pendapat umum dan memisahkan diri dari mayoritas umat.r

' Allamah M. H. Thabathaba'i , Islam Syi'ah Asal Usul dan

(Jakarta; Grafiti, 1989), 89

31

PerkembangannYa,
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Aliran Imamiyah merupakan rumpun asal bagi pertumbuhan aliran-aliran lain

dalarn sekte Syi'ah. Pendiri paling azasi pada aliran duniawi maupun agama

sepeninggalan Nabi Muhammad SAW adalah hak mutlak Ali Bin Abi Thalib dan

keturunannya. Aliran tersebut tidak menggunakan istilah khalifah (pengganti) bagi

pemegang kekuasaan tertinggi akan tetapi menggunakan istilah Al Imam (pemuka).

Dari rumpun asal itu maka lahir sekte Imamiyah Shittah yang hanya mengakui

enam tokoh sebagai pejabat yang sah dari kekuasaan tertinggi (imamah) itu, dengan

alasan bahwa keenam tokoh tersebut telah cukup merumuskan hal-hal yang menjadi

pegangan untuk masa selanjutnya. Ke enam tokoh yang dimaksud adalah :

I Ali Bin Abi Thalib, wafat tahun 40H l66l M

2. Al Hassan lbnu Ali, wafat tahun 4l H I 662M

3. Al Hussai lbnu Ali, wafat tahun 6l H I 682 M

4. Ali Ibnu Al Hussein, wafat tahun 94 H I 7 l3 M

5 Muhammad Ibnu Ali, wafat tahun I 13 H I 731M

6. Ja'far tbnu Muhammad, wafat tahun 148 H 1766M

pada imam ke enam inilah terjadi perbedaan pandangan dalam menentukan

proses imamah. Oleh karena Ja'far Bin Muhammad mempunyai enam putra dimana

yang tertua yaitu Ismail Bin Ja'far telah meninggal dunia ketika ayahnya masih

hidup, ada yang mengatakan bahwa sebelum meninggal tsmail Bin Ja'far telah

nlemegang imamat namun menurut lain pihak proses imamah itu langsungpada Musa

lbnu Ja't'ar.
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Sebagai kelanjutan dari proses imatttalt rjalant Syi'ah lmanriyah' maka

imamah ke tujuh sampai kedua belas di jabat oleh :

7 Musa lbnu Ja't'ar, wat'at tahun 183 H I 799 M

8. Abul Hasan 'Ali lbnu Musa, wafat tahun 202H / 813 M

g.AbuJa,farMuhammadIbnu.Ali,wafattahun220H/835M

10. Ali lbnu Muhammad, wafat tahun 254Hl 868 M

ll.AbuMuhammadAlHasanlbnuAli,wafattahun260HlST4M

12. Muhammad Ibnu Al Hassan atau biasa dikenal dengan sebutan Al Mahdi Al

Muntazhar yang dinyatakan menghilan gpadatahun 260H I 874M.2

Sekte Imamiyah itsna asyariyah atau lebih dikenal dengan Syi'ah dua belas

imam dimaksud bahwa aliran tersebut mengakui Al imam yang sah dari turunan Ali

bin Abi thalib adalah berjumlah dua belas imam (Twelve patricats)'

Sekte lmamiyah atau imam dua belas mempunyai pandangan dalam

pemerintahan dinrana jabatan kepemimpinan setelah dua belas imam itu terhenti

sebab disana menunggu kedatangan seorang imam yang diyakini mampu

menyelamatkan alam semesta dan menegakkan teadilan' Dialah AI Mahdi Al

Muntazhar, pada saat menunggu kedatangan imam akhir zaman itulah maka jabatan

imamah dipegang oleh institusi-institusi wilayah faqih'

' H.M. Joesoef Sou'yb, Syi'ah' Studi Tentang Aliran dan Tokoh-tokohnYa' (Jakarta;

Alhusna Zlkra,l979) 36
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Syi'a6 llrapriyal adalah Syi'ah yang terbesar diarttara sekian banyak tircloh

Syi'ah, sehingga jika ada pembahasan tentang Syi'ah maka lebih mengarah pada

Syi,ah Imantiyah. Apa yang dikenlukakan oleh Syi'ah lmamiyah telah mencakup

sebagian besar pendapat-pendapat dan aqidah yang dianut firqoh-firqoh Syi'ah yang

lain.3

Syi,ah tmarniyah lebih tepat disebut sebagai aliran politik daripada aliran

aqidah, tauhid, syari'ah. Ini dapat dilihat dari definisi para ulama' Syi'ah sendiri

tentang fhham ini. Sebutan Syi'ah Imamiyah memperkuat makna Syi'ah sebagai

taham politik seperti siapa yang berhak menjadi kepala negara sebagai pengganti

Nabi. Bagaimana bentuk pemerintahan atau negara Islam dan apa yang dijadikan

sebagai dasar dalam undang-undang dasar sebuah negara Islam.

Selama kekhalifbhan khulafaurrasyidin (11 H I 632M- 35 H I 656M), orang-

orang Syi'ah berada dibawah sejumlah tekanan tertentu yang menjadi sangat besar

dinrasa kekhalifahan Bani Umayyah (40 FV66l M - 132 t11750 M) setelah mereka

tak lagi beroleh perlindungan dari permusnahan nyawa dan harta benda mereka,

namun makin besar tekanan yang ditujukan kepada mereka, makin teguh kepercayaan

mereka. Mereka mendapatkan manfaat dari keadaannya yang tertindas dalam

nrenyebarkan kepercayaan dan ajarannya'

Dari pertengahan abad ke-2 Fy8 M pada masa dinasti Abbasiyah maka

Syi'ah dapat memperoleh kehidupan akibat kelengahan dan kelemahan negara yang

, M. Darvam Anrvar. Irfan Zind.r' dkk l.Iengapa

S e n r i n ar I'asl onol Te n t an g S]v'' hl', ( J akarta : LPPI Lembaga

Nta llenolak Si'ah, Kuntpulan fulakalah

Penelitian dan Pengkajian lslanr. 1997)' 1
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ada pada saat itu. Namun keadaan itu tidak berlangsung lama hingga mereka

mengalami kesulitan pada abad ke-3 FV9 M'

Padaabadke-4FVIOMorang-orangSyi,ahmemperolehkekuasaansedikit

demi sedikit untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. cara-cara ini berlangsung

hingga abad ke 5 wll M. Diawal abad ke-7 yakni ketika terjadi kekacauan akibat

serbuan mongol maka pemerintahan lslam tidak melakukan tekanan terhadap orang-

orang Syi'ah. Lagi pula masuknya orang-orang mongol kedalam Syi'ah di Persi, dan

pemerintahan Sadat-i Mar'asyi yang menganut Islam Syi'ah di Mazandran'

merupakan penyebab kekuasaan wilayah Syi'ah'

Pada awal abad ke-10 H / 16 M, sebagai akibat dari bangkitnya dinasti

Sat'awid, Syi'ah rnenjadi agama resmi di sebagian besar wilayah Persia (tran) dan

kedudukan ini berlangsung hingga sekarang, hingga faham Syi'ah menyebar

keberbagai negara dan dianut oleh puluhan juta orang Islam.a

Dari apa yang telah dipaparkan mengenai perkembangan aliran Syi'ah

khususnya Imamiyah secara garis besar dapat dikatakan bahwa munculnya faham

Syi'ah karena kelompok Ali Bin Abi Thalib melihat bahwa khilafah adalah

maratsunubuwah, sehingga keluarga Muhammad lebih berhak menerima Mirats ini'

orang yang merampas hak ini dari keluarga Muhammad menyimpang dari jalan yang

lurus.5

t Allamah M. H. Thabathaba'i,Islam Syi'ah'hal' 90 r
' Jalaludrn Rahmat' titii ltr''"arrf, (bandung; Mizan' 1999)' 251
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B. Ajaran-Ajaran SYi'ah ImamiYah

l. Pengertian Imamah

Dalam perpektif Syi'ah.6 lslam lebih banyak mengatur urusan manusia dengan

manusia, ketimbang urusan manusia dengan khaliq-Nya Dalam konteks inilah

kepemimpinan menduduki posisi penting dan ntenentukan Karena itu Nabi

Muhammad SAW amat memperhatikan kepemimpinan ini'

Setiap kali Nabi mengirim ekspedisi tentara, ditunjuknya seseorang, terkadang

pula beberapa orang pemimpin; agar jika seseorang mati, atau tidak lagi mampu

lrelaljutkan kepemimpinannya maka yang lain bisa nlenggantikan' Bahkal tatkala

beliau hijrah meski hanya beberapa hari, ia tunjuk Ali Bin Abi Thalib sebagai

wakilnya untuk menyelesaikan urusan di Makkah.

Dari sini dapat dipahami, bahwa Nabi bukan semata-mata Rasul Allah yang

bertugas menyampaikan risalah-Nya dan karenanya ia disebut sebagai "pimpinan

Spiritual religius", tetapi sekaligus juga pemimpin politik dan negara. Dikatakan

demikian, sebab ketika Islam telah bersentuhan dengan lingkungannya dimana ia

tumbuh dan berkembang, maka boleh dikatakan bersifat politis.T Watak religius dan

politik inilah yang selalu melekat dalam komunitas Syi'ah sepanjang sejarahnya,

o Sehubungan Pembahasan yang dilakukan dalam bab ini mengenai Imamah dalam

prespektif Syl'ah lmamiyah, maka setiap yang dimaksud atau drsebut Syl'ah adalatr Syi'alt

hnamiyah.' 
's.H.M 1afti, Awal dan Perkembangan Islam syi'ah : Dari saqrfah sampai Imamah,

(Jakarta; Pustaka Hidayah, 1989). 26
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karena dalam Syi'ah hampir-hampir tidak dikenal pemisahan antara agama dan

politik, baik dalam tataran konseptual maupun praktek politik.

Kepernirnpinan dalarn prespektif Syi'ah senantiasa dalam dimensi religius

(spiritual) dan politis. Faktor inilah yang membedakan antara faham Syi'ah dengan

Sunni. Penganut faham Syi'ah mengakui bahwa nabi telah menunjuk penggantinya

yang dinilai memenuhi kualifikasi pemimpin ruhani dan pemimpin ummat sekaligus.

Pengganti nabi itu tidak lain adalah Ali Bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya.

Dengan demikian para imam itu dalam pandangan kelompok Syi'ah adalah

melanjutkan kepemimpinan nabi (qiyadah nabawiyah) yang bertugas memberi

petunjuk ntanusia, pemelihara dan penjelas hukum Allah. Oleh karenanya, imam

adalah pilihan Tuhan, yang paling berilmu,'berakhlak tinggi, dan terpelihara dari dosa

(ma'shum).8

Dari sini dapat dibuat analogi tentang peran kultural dan spiritual yang

dinamakan imam, yaitu uswah (keteladanan) dan qudwah (kepemimpinan umat), atau

menurut istilah Emerson, imam dianggap sebagai representant de'i humanite, dalam

menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan peneladanan terhadap sifat-

sifat yang luhur dengan peran yang dimainkan oleh para dewa-dewa dalam motologi,

dan para hero dalam sejarah, sekalipun imam secara esensial berbeda dari para dewa

dan hero.e

t Kh. Siraluddin Abbas. Inqad Ahlussunnah Waljamaah,(Jakarta; pustaka Tarbiyah,
ree5) e3

e Ali Syari'ati ; Terjemah Afif Muhammad, Alttmmah lla Al Imamah, (Jakarta;
Pustaka Hidayah, 1995). l23
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Perbedaan tersebut dimaksudkan bahwa imam adalah pribadi yang riil

sebagaimana manusia biasa, dan sekaligus merupakan cita-cita dan kebutuhan karena

ia adalah perwujudan riil dari hakekat kemanusiaan yang tinggi dalam literatur

Syi'ah. Figur seorang imam ini disebutkan sebagai manusia teladan (ideal atau insan

kamil). Dalam istilah yang lain ia bukan makhluk supra manusia atau manusia super.

Dari apa yang telah dipaparkan mengenai pemahaman imamah itu sendiri,

maka hal itu tidaklah cukup bagi kaum Syi'ah. Mereka menetapkan dalil-dalil dari

nash Qur'an dan Hadist sebagai pengukuhan atas keabsahan imamah. Karena imamah

bagi Syi'ah adalah hak preogatif Tuhan maka Al-Qur'an Surat Al-Baqarah . lZ4

"sebagaimana analisa Murtadha Muthahari, dengan jelas menunjukkan bahwa

imamah itu telah ada sejak kemunculan pertama para nabi dan akan terus berlanjut

pada keturunan Nabi lbrahim, yaitu Muhammad SAW. yang ditunjuk secara

berurutan." lo

Dengan demikian dalam AI-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 124 terutama pada

tafadt LS,apfI! ettr;l mengandung tujuh pikiran pokok tentang

keimamahan

aa

Ot ^/
-^^ u- ,t,

l,rl n'

_5-y\
:+xr).yi5y,

9,

Qr -;;:Yii\:
JIJ

J.J\:I

t0 Murtadho Muthatrari, Imamah dan Khalijdh, (Jakarta; Firdaus, l99l). 135
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Pertama : [mam adalah magam yang ditetapkan dengan wahyu.

Kedua : [mam harus ma'shum dengan lsmah llahi.

Ketiga : Bumi tidak akan teratur tanpa seorang imam pembawa kebenaran

selama disana ada manusia.

Keempat : Imam adalah bersandar pada pilihan Allah.

Kehma : Perbuatan manusia tidak terhilabi oleh ilmu imam.

Keenam : lmam harus mengetahui segala yang drbututrkan manusia dalam

kehrdupan dan spuitualnya

Ketujuh : Tak akan ada seorangpun yang menandingi keutamaan rmam

Selarn itu dal4 Al-Ushulul Kafi dilelaskan bahwa ketaatan terhadap Ulil

Amri adalah ketaatan mutlak, yakni ketaatan pada Ali dan lmam-Imam sesudahya

adalah mutlak tanpa syarat. Drkatakan bahwa penntah taat kepada Allah, Rasul,

" M.H. Thaba'Thaboi. 8.Allvlizan Fi TafsirAtQur'an.(han:.Mua'assasahIsma'iliyah,
1371 H. Cet. V. luz l).274-275
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Ulil Amri adalah berlaku bagi orang-orang yang tersebut dalam Surat Al-Maidah :

55 (Ali, Hasan, Husain dan Fatrmah).t2

IVIaka kepemimpinan yang tersirat dalam Surat Al-Maidah ayat 55-56

mengandung makna predrkat yang diwariskan Nabi kepada Ali dan sebelas

keturunannya. Sehingga pala pengrkut Syi'ah Imamryah Istna Asyariah

menetapkan Firman Atlah tersebut sebagai sandaram keimamahan.

Wilayah dalam pandangan Syi'ah lmamiyah diartikan sebagar pengaturan

kepemiqOlnan yang benar dan kekuasaan. Sebagarmana Firman Allah :

}lJJ, jUJfuqrrr$Uhmakna 
-.-,-,'-G*menunjukkan wrlayah yang mempunyai suatu makn4 sehrngga diakhr ayat

itil.Ut # ,"N\:f- lV men;elaskan bahwa semua orans vans

menjadrkan Allah, Rasul dan orang-or;g yang beriman sebagar pemimpin, maka

dia adalah Hizbu Allah yang ada di wilayah kekuasaan Allah. Kewrlayahan Allah

disebut dengan takwrmyah dalam arti mengatur segala sesuatu dan urusan

makhluk-Nya sesuai dengan yang drkehendaki. Sedang kewilayaha Rasul disebut

tasyri'iyyah yakni pelaksanaan tasyri, dakwah, pendrdrkan umat dan

pernerintahan.

Bukti keabsahan politik Ali dalam memegang kekuasaan selarn terdapat

dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga terdapat dalam Nash Hadist, diantaranya Hadist

1r Abu Ja'far Muhammad Ya'qub Ibn Ishak al-Kulayaumr al-Razl, al-Ushul Lim al-Kufi,
(Teheranl Dar al-Kitab al-Islamiyah, 1388 H" Juz I). 185-189.
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Hadist tersebut menurut analisa Musawi yang perlu diperhatikan adalah kata "

maula,,(ds-.lr)yangpunyabanyaliarti:pendukung,petrolong,kawankarib'

pemimpin yung diitrti, dicintai dan memiliki kekuasaan' Dari banyaknya arti ini

puralah memuncurkan pangkal perbedaan faham antara Sunni dan Syi'ah. Ahli sunnah

kebanyakan mengartikan kata maula sebagai yang dicinta sebagainlana wali Allah'

Sedangkan orang - orang syi'ah mengartikan sebagai vang nlemiliki kekuasaan dan

harus diikuti kepenrimpinannya. Dari senrua nash yang telah dipaparkan baik menurut

Al-Qur,an maupun Hadist tersebut diatas orang-orang Syi'ah mengabsahkan masalah

keimamahan karena bagi mereka kedua sumber tersebut pasti kebenarannyal3'

3(r. 37

rr Lihat. A. Slarifuddin Al-Musrl'i' /)iolog t-unneh Sli irlr. l Bitnclrrn.u : lv{izltu l9t)'l' Cct' VI )

(
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2. Karnkteristik Imnnrah

Imamah, sebagaimana telah disebutkan adalah suatu maqam (strata) yang

agung dan mulia, karenanya tidak akan diberikan kepada sembarang orang, kecuali

yang telah memenuhi kriteria sebagaimana disyaratkan dalam Syi'ah [mamiyah.

Diantara kriteria yang tidali bisa ditawar-tawar lagi adalah harus dari keturunan Ali

Bin Abi Thalib, telah ditunjuk dan mendapat wasiat untuk memangku jabatan

imamah tersebut.

Karena itulah imamah ini memiliki lima (5) karakteristik, dimana hal ini tidak

dijumpai atau setidaknya berbeda dengan karakteristik yang ada pada imam-imam

lainnya. Kelima karakteristik itu adalah :

l) Ma'shum dari salah dan dosa

Sebagaimana nabi, imam haruslah ma'shunt yakni terpelihara dari salah

dan dosa. Disamping itu ia harus mampu memimpin dan memberi ketauladanan

kepada manusia. Seandainya seorang imam, tidak rna'shum maka senran-seruan

agama akan memiliki cacat, dan bimbingan ilahi akan kehilangan efeknya.ra

Seorang imam harus mampu membuktikan, bahwa dirinya telah di tunjuk

Allah setelah siklus kenabian berakhir. Salah satu pembuktiaannya adalah

kesempurnaan diri dan keteladanannya (personal leadership), sehingga manusia

dapat mantap atau yakin menjalankan perintah-perintahnya. Dalam kaitan inilah,

'{ Allamah. M. H. Thabathaba'i, Inilah Islam, (lpaya Memahami Islam Secara

Ivhrdah. (Bandung; Pustaka Hidaydh, 1996). 120
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maka menegakkan institusi al-Sultan al Adil itu hanya bisa tedadi bila dalam

bingkai imamah.

Pengenian nra'shunr disini rneliputi senrua aspek jika tidak nraka ia bukan

orang yang mendapat petunjuk dengan dirinya seniliri, sedangkan seseorang, yang

bukan ma'shum maka ia tidak akan mampu menjadi imam yang membimbing

kepada kebenaran. Pola imamah yang demikian ini apabila dikaitakan dengan

nubuwah maka terasa sekali relevansinya, yaitu nubuwah adalah pemimpin dan

imamah adalah kepemimpinan.

Menurut Muthahari," tugas seorang imam adalah untuk mengawasi,

membimbing dan menjaga setiap orang yang menerima kepemimpinannya.

Dalam hal ini, tidali ada perbedaan prinsipil antara nubuwah dan imamah.

Keduanya adalah pemimpin dan pembimbing, dan keduanya adalah ma'shum.

Satu-satunya yang membedakan adalah berakhirnya risalah ilahi bersamaan

dengan berakhirnya kenabian, tetapi kepemimpinan tidak pernah berakhir.

Dengan kata lain, berakhirnya kenabian menandai berakhir pula siklus wahyu,

sementara imamah adalah penerusnya, tetapi tanpa risalah (wahyu) kenabian.

Dibanding dengan karakteristik lain maka kema'shuman merupakan

mainstremnya imamah, sama dengan imamah adalah mainstrem pokok

ajarannya. Ini berarti imamah dan kema'shuman tidak mungkin dipisatrkan, baik

dalam tataran konseptual maupun partikal.

" Thabathab a'i, Islam Syi 'ah, hal. 213
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2) Merniliki ilmu yang luas dan mendalant

Seperti halnya nabi maka imam adalah tempat bertanya bagi manusia

tentalg berbagai hal, baik yang berkaitan dengan masalah keagamaan maupun

lainnya. Untuk itulah, ia harus benar-benar mengetahui dan memahami dasar-

dasar agama beserta penjabaran cabang-cabangnya baik yang berasal dari

alqur'an maupun as-sunnah, tidak hanya tersurat pada nash secara eksplisit tetapi

juga tersirat didalantnya.

Persoalan tersebut di atas tentu saja memerlukan kecermatan, ketelitian

serta ketepatan pemahaman. Dengan berbekal ilmu yang memadai seorang imam

akan mampu menjelaskan tentang apa yang dikehendaki nash yang dimaksud.

Dengan demikian, ajaran yang disampaikan tidak akan membingungkan apalagi

nlenyesatkan. Dalam konteks inilah betapa relevansinya antara keimaman Ali

dan ilmu yang dimilikinya.

Tradisi keilmuan ini tetap terpelihara dengan baik sampai kepada wakil

imam-imam sesudah Ali, bahkan sampai pada wakil imam selama gaib yakni

Imam Khomeini dan kalangan Syi'aisme pada umumnya. Hal tersebut terbukti

dengan keahlian para imam-imam dalam mentedemahkan literatur-literatur yang

dihasilkan oleh para ulama' Syi'ah. Diantaranya Imam Ni Zainal Abidin dengan

Antologi Sufistiknya, Imam Khomeini dengan Al Hukumat al-Islamiyah, serta

Imam Ja'far dengan kondifikasi fiqihnya.

Karena tugas imam adalah panutan dalam masalah spiritual atau

keagamaan dan memimpin umat sedunia, maka dia perlu mengetahui segala
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sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kebahagiaan manusia

di dunia ini serta di akhirat nanti. Jika seorang pemimpin tidak memiliki

pengetahuan tentang hal ini, nraka itu bertentangan dengan akal dan

kepemimpinannya. Sehingga apa yang dijalankan tidak punya makna dalam

kaitannya dengan bimbingan umumilahi. r6

3) Memiliki Keberanian

Keberanian disirri harus diartikart secara positil' dan strategis, yakni

keberanian dalam menegakkan yang haq dengan disertai taktik, strategi dan

perhitungan. Hal ini dimaksudkan, supaya keberanian itu sedapat mungkin tidak

merugikan diri sendiri. Seorang imam, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin

yang sekaligus leadership-personal harus tarnpil berani diantara masyarakat yang

dipimpinnya. Jika pemimpin tidak memiliki keberanian, niscaya ia akan

mengalami kesulitan dalam menghadapi prilaku dzalim.

Hanya saja perlu diingat, bila dikaitkan dengan salah satu doktrin Syi'ah

yakni Taqiyah, maka keberanian disini tidak harus menafikan doktrin tersebut.

Apabila situasi menghendaki untuk berbuat maka Syaja'ah dan Taqiyah harus di

tempatkan pada posisinya masing-masing.

4) Zuhud Dan Merdeka

Nlemiliki jiwa zuhud dan merdeka ini sangat penting bagi seorang imam.

Zuhud disini harus diartikan sebagai benteng pertahanan diri dari kecenderungan

'6 Allamah.S.M.H. Thabathaba'i, Inilah Islam, hal. 120

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



4o

nlencintai dunia secara berlebihan yang hanya menjerumuskannya kepada

kehancuran. Apabila dunia telah menguasai manusia, maka teramat sulit baginya

untuk berbuat adil dan jujur Untuk itu seorang imam, sesuai dengan martabat

dan kesuciannya, sudah selayaknya ia menaklukkan dunia, bukan sebaliknya.

Demikian pula dengan jiwa merdeka. Seorang imam, sesuai dengan fitrah

manusia umumnya, tidaklah pantas dirinya hidup dalam tekanan dalam arti, tidak

ada kebebasan clalam menyanrpaikan kebenaran. Apabila seorang imam karetta

sesuatu hal kemerdekaan jiwanya terampas, sama artinya ia hidup sebagai

tawanan. Persoalannya adalah bagaimana rnungkin seseorang tawanan mampu

mengendalikan umatnya dan selamat dari berbagai tipu daya dunia dan nafsu

angkara murka. Maka dengan kepribadian yang zahid dan merdeka inilah

seseorang imam akan mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan baik.

5) Akhlakul Karimah

Salah satu thktor utama dan memiliki daya tarik yang amat kuat kepada

manusia adalah fungsi moral atau akhlanya. Akhlak disini meliputi seluruh aspek

kehidupan. Sebagaimana telah dicontohkan oleh nabi bahwa seorang imam,

karena statusnya adalah penerus kepemimpinan setelah nabi, maka sudah

semestinya juga nremiliki kepribadian sebagaintana nabi. Karena akhlak inilah

derajat manusia lebih tinggi daripada makhluk lainnya.

Kepribadian luhur lagi mulia ini diperlihatkan oleh nabi tidak hanya

sebatas pada pembawa risalah, tetapi juga ketika beliau menjabat sebagai kepala

pemerintahan di Madinah. Karenanya dikatakan, bahwa keberhasilan
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kepemimpinan nabi disebabkan keluhuran budinya. Hal inilah yang dijadikan

panutan oleh pengikut Syi'ah (imam Syi'ah).

Keutamaan akhlakul karimah ini meliputi keberanian, kepahlawana,

kesucian, kemurahan hati serta keadilan. Sebab seorang yang bersifat ma'shum

haruslah bertindak sesuai dengan hukum-hukum agama, dan agama menuntut

akhlak yang utama. lmam harus melebihi orang-orang lain dalam keutamaan

moral, sebab tidak ada artinya bila seseorang membimbing orang lain namun

memiliki moral yang sama atau bahkan lebih tinggi darinya; dan jelas hal itu

akan tidak konsisten dengan keadilan dalam prespektif Ilahi.

C. Enanr Siknp Politik Imantah dalanr Syi'ah Intanriyah

Di samping lima ajaran pokok sebagaimana telah di uraikan dalam kajian

terdahulu, maka ada enam sikap politik yang menopang teori imamah dalam Syi'ah

Imamiyah. Antara karakteristik imamah dengan sikap politik imamah ini keduanya

nlempunyai keterkaitan, namun membidangi wilayah yang berbeda. Apabila pokok

ajaran lebih menekankan pada aspek keimanan-ketauhidan dan keagamaan secara

umum, maka dalam sikap politik ini lebih erat kaitannya dengan teori imamah itu

sendiri. Artinya bagaimana kaum Imamiyah memahami dan mengaplikasikan sikap

politik itu sebagai upayah pengkokohan otoritas iman dalam tugas kemasyarakatan

dan keagamaan.
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Keenam sikap politik Syi'ah lmarniyal'r itu adalah

1. WashaYah (Penunjukan)

Wasiatataupelrutrjukanittitrrerupakarrsalahsatusettdiutatrradisarrrping

nash dalam mekanisme suksesi imamiah' Sebagai mana telah dijelaskan' keimaman

Ali dan imam sesudahnya ditetapkan atau diyakini sebagai sesuatu yang diwasiatkan

oleh Nabi Muhammad sAW. wasiat ini dapat dipahami sebagai legitimasi nabi,

sekaligus bukti bahwa imamah itu adalah konsepsi (rancangan Tuhan), bukan

didasarkan atas pilihan manusia. Dengan demikian peran rakyat menjadi tidak

penting lagi, sebab mereka tidak berhak memilih apalagi menolaknya' Hal demikian'

tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dalam pandangan tslam dimana proses

nlusyawarah menj adi Penting'

Dalamsikap politik Syi'ah Imamiyah mengenai washayah ini disitu terlihat

adanyaketaatantanpabatas,karena.imamadalahpemegangkekuasaan(seatsof

power)daripemegangkedaulatan(secrl.sofauthority)yakniAllahSwT.Atasdasar

wasiat ini, maka batasan imamah semakin jelas, tetapi sempit; artinya bila pada

awalnya ahl al-bait itu masih bersifat umum, kemudian direduksi menjadi hanya

keturunan Ali Bin Abi Thalib dan garis Fatimah yang diperketat dengan wasiat' Sama

artinya wasiat ini merupakan penguat dan pembenar atas ditunjuknya dua belas imam

sebagai Pemegang jabatan imamah'
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Namun ada sesuatu hal yang menurut penulis ada kerancuan dalam

perrrahaman, dimana apakah wasiat yang disampaikan oleh imam kepada imam yang

lain selain Ali Bin Abi Thalib itu sudah secara inheren masuk dalam wasiat nabi'

Dalarn arti satu kali wasiat untuk semuanya, ataukah perlu ada lagi wasiat-wasiat

lanjutan. Namun yang pasti dengan adanya wasiat itu kontinuitas dan kesakralan

imamah dapat terpelihara dan berjalan tanpa keraguan dalam penetapannya' Lebih

jelasnya transmisi kekuasaan menurut Syi'ah Imamiyah dapat dilihat dalam bagan

berikut ini
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Transmisi kekuasaan menurut Syi'ah lmamiyah

Allah

Nabi Muhammad s.a.w.

Imam-[mam

I Ali b. AbiThalib
2. Hasan b. Ali
3. Husein b. Ali
4. Ali b. Husein

-5 Muhammad b. Ali
6. Ja'far b. Muhammad
7. Musa b. Ja'far
8. Ali b. Musa
9. Muhammad b. Ali (al-Taqi)
l0.lVluhammad b. Ali (al-naqi)

I l.Hasan b. Muhammad
l2.Muhammad b. Hasan (al-Mahdi)

Perwakilan khusus

l. Abu 'amr '[Jthman

2. Abu Ja'far Muhammad
3. Abu al-Qosim al-Husein
4. Abu al-Hasan'AIi

Perwakilan umum

Pemegang kedaulatan
( seat of AuthoritY )

Pemegang kedaulatan
( sa of power )

" Kegaiban Kecil "
( Minor Occulation )

" Kegaiban Besar "
( Major Occulation )

Rakyat Ulama' (Ayatullah Komeini )

( Mulahidin-e Khalq)

( Surnber : Jumal Ulumul Qur'an Qur'an. No'l Vol VI 1995:75 )

i.it ur lugu : Mozaffari Mehdi. Authontv in Islam from Mulununad to Khunuini'

in London. Mf. Slrarpe. 1987. Bab2&3.
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washayah atau penunjukan rJianggap sebagai suatu hal yang penting dalam

menentukan sikap politik imamah, karena penunjukan dalam kepemimpinan Syi'ah

marupakan suatu mata rantai yang diperlukan dalam kelanjutan proses

kepemimpinan.

2. Syahadah(KesYahidan)

Dalam sejarah Syi'ah, dranra syahidnya Husein sebagai imam ke tiga yang

bertempur di padang Karbala patla bulan Muharrom 6l / 680 menempati posisi

penting dalam perpolitikan syi'ah Imamiyah. Ditinjau dari segi politik drama itu

mempunyai dua alasan, pertama Husein adalah salah satu imam Syi'ah dari imam dua

belas yang tewas sebagai konsekwensi penggabungan gugatannya atas kekhalifahan

dengan pemberontakan bersenjata. Pada imam-imam Syi'ah yang berjumlah dua

belas itu proses mendapatkan jabatannya ada yang melalui prosedur konstitusional

vang lazim namun ada juga yang melalui perjanjian damai'17

yang ke dua, unsur kesyahidan dalam drama tersebut jelas memiliki daya

tarik yang kuat bagi semua gerakan Syi'ah yang melakukan / menentang tatanan yang

ada, maka kematian Husein menjadi suatu tragedi yang mengandung unsur positif

dalam setiap mitologi kelompok Syi'ah militan dan tertindas dalam Syi'ah Imamiyah.

Kesyahidan dalam pandangan kelompok Syi'ah Imamiyah merupakan suatu

keyakinan bahwa Allah maha pencipta dan berdaulat secara mutlak atas alam

'' Hamid Enayat, Reaksi Potitik Sunni dan Syi'oh. (Bandung; Pustaka Hidayah,

1988).281
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semesta. Karena Allah senantiasa memperhatikan kesejahteraan alam semesta int,

maka kesejahteraan akan tercapai bila rnanusia memperhatikan bimbingan yang

diberikan olah wahyu-Nya kepada nabi Muhammad SAW' Bimbingan yang

dilakukan oleh Allah ini menuntut adanya ketaatan kepada nabi Muhammad SAW

dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan islami, disamping sebagai pembawa

risalah kenabian.

Selanjutnya sebagai konsekwensinya, imam dipandang sebagai pengganti

absah nabi hanrs pula ditempatkan sebagai pemimpin sejati umat, yang kepada imam

ketaatan harus cliberikan dalam kepasitasnya sebagai pengendali (kepala)

pemerintaham. Perjuangan untuk menegakkan pemerintahan yang absah, adil dan

memiliki otoritas politis inilah yang menyebabkan munculnya model kesyahidan

dalam pandangan Syi'ah Imamiyah. Sehingga demi tegaknya keadilan mereka rela

mengorbankan nyawa demi mertumpas penindasan'

pesan politik yang dapat ditangkap dari doktrin ini adalah bahwa untuk

rnenegakkan keadilan dalam suatu pemerintahan diperlukan suatu pengorbanan' Dan

pengorbanan dalam hal ini adalah suatu kesyahidan, yang dimata Allah sangat tinggi

nilainya (terhormat). Alian tetapi, bila diperhatikan tentang kesyahidan yang terjadi

dalam pandangan penulis bukan semata-mata kesyahidan yang murni akibat

nrenegakkan suatu pemerintahan namun ada gejala dalam kurang mahirnya para

inram dalam kancah perpolitikan. Artinya terbunuhnya Ali Bin Abi Thalib dan kedua

putranya adalah karena ketidak mengertian dan termakan oleh intrik-intrik politik
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yang kejam. Nilai pengorbanan berupa kematian inilah yang disebut oleh kelompok

Syi'ah dalam hal ini Imamiyah sebagai kesyahidan.

Syahadah, atau mencari kematian di dalam jihad fisabilillah, sebenarnya

merupakan salah satu nilai penting dalam perjuangan hidup setiap muslim. Tetapi

nilai yang syahadah dalam kalangan Syi'ah lebih diresapi. Hal ini tercermin dalam

selogan-selogan disaat terjadinya revolusi islam [ran; "mihrab Syi'ah adalah darah "

sebagairnana apa yang telah di ucapkan oleh Husain imam Syi'ah yang ketiga

kematian bagiku hanyalah kebahagiaan "(inni laa aral mautu illas sa'adah)".

Perjuangan para imam Syi'ah ini pun diperingati sebagai wujud kecintaan atas

kesyahidan para imam.

3. Taqiyah (Penyembunyian-Penyamaran ldentitas)

Taqiyah, yang secara etimologi berasal dari akar kata "waqa", yaqi,

mengandung arti melindungi atau menjaga diri. Secara spesifik taqiyah dipahami

sebagai langkah preventif, yaitu menyembunyikan keyakinan yang berat

(ke-Syi'ahan) demi kewaspadaan dan mencegah kesia-siaan. Doktrin ini muncul

sebagai akibat hebatnya tekanan yang menimpa sisa-sisa keturunan Ali dan

pengikutnya setelah kesyahidan imam Husain pada pembantaian Karbala tahun 880

N,1. Sikap ini kemudian menjadi sikap politik bagi sernua imam. Taqiyah juga

merupakan suatu prinsip dasar yang harus diikuti oleh pengikut Syi'ah.

Taqiyah juga dapat dipahanri sebagai senlata-nuta suatu cara yang diperlukan

oleh para imam Syi'ah untuk menjaga kelangsungan hidup para pengikut mereka
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dibawah rejim yang bermusuhan, atau untuk memobilisasi mereka Secara rahasia

dengan tujuan memberontak terhadap kebijakan khalifah yang dirasa bertentangan

nurani mereka. Faham taqiyah ini dilakukan sejauh hal itu diperlukan'

Pendirian Syi'ah mengenai perlunya taqiyah ini di dasarkan pada

pertimbangan akal sehat, yakni sarana untuk berhati-hati di pihak minoritas yang

tertindas. Karena dalam sebagian besar sejarahnya kaum Syi'ah merupakan minoritas

cli tengah-tengah masyarakat Islam dunia, dan hampir seluruhnya hidup dibawah

rejim yang memusuhi keyakinan mereka." Maka satu-satunya jalan bijaksana yang

mesti mereka tempuh adalah menghindar dari tindakan-tindakan yang dapat

nrenghadapkannya pada resiko pemusnahan, karena mempertahankan keyakinan

mereka secara terang-terangan, meskipun mereka tidak pernah meninggalkan misi

nrereka manakala peluang untuk itu ada, untuk menyadarkan umat nranusia dengan

jalan memberontak terhadap penguasa-penguasa yang tidak saleh.

Seorang eksponen aliran mistik tilosotis Syi'isme Barat Henri Corbin

menegaskan, : bahwa praktek taqiyah itu dilembagakan oleh para imam sendiri bukan

hanya karena penyelamatan pribadi, tetapi juga sebagai sikap yang dituntut oleh

penghormatan mutlak terhadap doktrin-doktrin tuhur; tak seorang pun yang berhak

mendengarkannya kecuali orang-orang yang mampu mendengar dan memahami

kebenaran tersebut

u Hamid Enayat, Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah.hal.27l
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Nlengajarkan doktrin tersebut kepada umum mengabaikan amanat dan

melakukan penghianatan spiritual yang berat secara serampangan Dengan dasar ini

Corbin benrsaha nenjelaskan ciri khas budaya Syi'ah' Corbin menceritakan

bagaimana pada suatu ketika ia mendengar ada seorang Mullah muda berusia tiga

puluh, menyatakan bahwa sementara Syi'isme berbicara kepada semua orang' ia tidak

akan diterima kecuali oleh sebagian kecil minoritas untuk men-Syi'ahkan orang di

luar Syi'ah dengan berbagai alasan'

Maka taqiyah dan esoterika syi'ah adalah saling bergantung, menurut

pernyataan seorang teolog terkemuka Syi'ah Syaikh Shaduq (w' 381 / 991), ia

mengatakan bahwa penghapusan taqiyah tidak diperkenankan hingga munculnya

kembali imam yang mengumumkan kebadgkitan (al-imamul Qoim) yang akan

menjadikart agama terwujud secara integral'

Penafsiran-penafsiran yang canggih terhadap taqiyah ini sekarang

memperoleh serangan dasyat dari kaum modernis sebagaimana halnya persepsi-

persepsi populernya yang lebih awam. Sebab, meskipun ayat-ayat alqur'an dan sabda

intam, serta komentar otoritatif dari para yuris dan teolog Syi'ah manunjukkan bahwa

taqiyah hanyalah dispensasi istimewah yang hanya diperkenankan dalam keadaan

darurat dan terpaksa (idhthirar), dalam prakteknya ia telah menjadi norma prilaku

umum setiap kali terjadi konflik antara imam dan kebutuhan.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika kadang-kadang taqiyah merosot

rnenjadi dalih bagi kemunafikan dan kepengecutan yang nyata Maka sudah

sewajarnva nrenjadi tugas para imam untuk menjelaskan makna taqiyah kepada para
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kaum Syi'ah. Tugas itu adalah menerangkan arti mula taqiyah dengan tujuan untuk

mengubahlya dari kemunafikan bagi pasivitas politik menjadi aktivitas'

Pembahasan mengenai taqiyah ini terkait erat dengan persoalan amar ma'ruf

nahi mungkar, sebab salah satu kemungkinan akibat diterapkannya jenis taqiyah ini

adalah ditinggalkannya ajaran agama yang pokok ini' Maka jika seseorang Syi'isme

ingin memperoleh kembali watak aslinya sebagai suatu kredo militansi maka ia harus

menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai panggilan terkuat dari kampanye

untuk regenerasi total masyarakat.

Dalant perkentbalgannya, para rtlodernis Syi'ah rttelgkategorikal taqiyah

secara lebih spesitik kedalam empat kategori, yaitu pertama taqiyah karena adanya

paksaan (ikrahiyah), meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan menuruti perintah

penindas dan karena darurat demi menyelamatkan nyawa. Taqiyah jenis ini paling

banyak diterapakan pada kondisi-kondisi politik kaum Syi'ah di hampir semua

tempat, baik dimasa lalu maupun sekarang. Tetapi karena tidak adanya kejelasan

tentang siapa yang dirnaksud penindas itu, maka agak mengalami kesulitan dalam

memprediksi dan mengantisipasinya. Karenanya, menjadi kurang jelas pula format

pelaksanaannya.

Kategori kedua, taqiyah untuk berjaga-jaga terhadap bahaya yang ditakutkan

(khawafiyah). Hal ini biasanya diterapkan sebagai upaya preventif terhadap bahaya

yalg rneliputi pelaksanaan amalan dan ritus-ritus menurut fatwa 'Ulama Sunni dan

dilakukan dimana suatu tempat menganut faham tersebut. Sebagai contoh, orang-

orang Syi,ah yang hidup di Indonesia yang mayoritas sarat dengan ritus-ritus sunni,
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mereka menerapkan taqiyah model ini mi. Yang ketiga, taqiyah untuk menjaga

rahasia (kitmaniah). Ini menyangkut seluruh rangkaian tindakan secara sembunyi

berupaya memperjuangkan tujuan-tujuan keagamaan. Jenis taqiyah inilah yang

merupakan kebalikan dari idha'ah (propaganda)'

Sedangkan taqiyah jenis ke empat adalah simbiosis (mudarati)' Maksudnya

hanyalah suatu kode koeksistensi bersama masyarakat Sunni, dan kode peran serta

dalam upacara-upacara sosial dan ritual mereka untuk mempertahankan kesatuan

lslam, dan menegakkan negara kuat yang terdiri dari semua kelompok komunitas

rnuslim. Dalam hal ini, seolah tidak ada sekat yang membedakan apalagi memisahkan

antara orang-orang Syi'ah dengan pengikut madzab lainnya, kendatipun hal demikian

bisa disebut sebagai "Kolaborasi Madzab".

Meskipun taqiyah berperan strategis demi tegaknya imamah sekaligus paling

tidak kesan yang ada menciptakan kohensivitas dalam komunitas muslim, tetapi

konsep ini juga mengandung kelemahan bagi kepentingan dan cita-cita Syi'ah

Imamiyah. Yaitu apabila menggunakan keseluruhan praktek taqiyah tanpa melihat

situasi dan kondisi. Artinya, dengan dalih berlindung dibalik taqiyah, sementara itu

membiarkan kelaliman dan kemaksiatan merajalela, padahal sesungguhnya mereka

mampu berbuat lebih dari sekedar taqiyah'

Hal demikian sangat mungkin tedadi karena tidak adanya batas-batas

perlindungan diri, dan mengenai garis demarkasi diluar mana tindakan menjaga

keselamatan diri itu dibenarkan. Karena itu bisa saja dengan dalih bertaqiyah, pada

hal sesungguhnya adalah pelarian dari panggilan hati nurani keagamaan. Dalam
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kaitan inilah sebagian modernis Syi'ah mengkritik, bahwa taqiyah yang semula

dianjurkan bisa berubah menjadi haram, jika berbuntut korupsi dalam agama' dalam

arti ada semacam penyembunyian perbuatan yang dilarang agama, seperti meminum

khamar hanya untuk sekedar menyenangkan hati pada 'liraniss-penguasa" yang

menekannya. Argumentasi ini didasarkan pada penegasan imam ke lima, Al Baqir

dan imam ke enam Al Shadiq yang menyatakan : saya tidak pernah melakukan

taqiyah dalam tiga hal yaitu minum khamar, menyapu sepatu dalam wudlu, dan

meninggalkan haji tamattu'.

Fatwa ini sepintas terkesan kontradktif dengan fatwa sebelumnya, dimana

imam Al Shadiq menempatkan taqiyah sebagai bagian esensial agama, akan tetapi

bila dicermati sebenarnya kedua tbtwa tersebut tidaklah bertentangan dan tidak

seharusnya dipertentangkan.

pada fatwa terdahulu lebih bersifat umum, sementara fatwa berikutnya

merupakan rincian atau bagian dari fatwa sebelumnya. Artinya, dalam hal-hal

tertentu, terutama yang berkaitan dengan kewajiban ritual ibadah individu, tidak

seluruhnya ditaqiyakan. Jadi, maksud sebenarnya adalah dalam bertaqiyah harus ada

alasan yang pasti dan bisa dibenarkan oleh agama, tidak serta merta semuanya

mempraktekkan taqiyah. Dengan demikian, tidak ada alasan bahwa taqiyah itu

hanyalah sebuah kompensasi (pelarian) yang layak dilakukan bagi orang-orang yang

tidak punya nilai perjuangan yang lebih utuh dalam artian orang-orang yang

mengedepankan sitht kemalasannya saja.
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4. Ghaibah (Kegaiban, Accultation)

Setelah zaman nabi berakhir (Muhammad sAw), maka kepemirnipinan

ummat dilanjutkan oleh para imam yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dan ahli-

baitnya. Setelah zaman para nabi maka datang zaman para imam yang berjumlah dua

belas, yang pertama adalah imam Ali Bin Abi Thalib dan yang terakhir adalah imam

Mahdi Al Muntazhar, yang sekarang dinyatakan dalam keadaan ghaib' Imam Mahdi

mengalami dua ghaib yaitu ghaibah ashughra, yakni ketika ia bersembunyi di dunia

frsik, dan mewakilkan kepemimpinannya kepada nawabul imam (wakil imam); dan

ghaibah kubra yaitu setelah Ali bin Muhammad wafat, sampai pada kedatangannya

kembali pada akhir zaman. Pada ghaibah kubra inilah kepemimpinan dilanjutkan oleh

institusi wilayah faqih. re

Secara sederhana makna ghaibah dipahanri sebagai gaibnya imam

Muhammad Ibn Hasan al-Mahdi Al Muntazar (imam ke 12) pada sekitar tahun 900

M. kegaiban imam yang absah ini diyakini sebagai bukti campur tangan Allah dalam

menyelamatkan jiwa imam dengan cara mengalihkannya (menyembunyikan) dari

alam tampak (empiris) ke alam ghaib (non empiris). Juga bisa dipahami sebagai

cerminan kegagalan kaum Syi'ah terhadap kekejaman penguasa-penguasa tiranis'

Mempercayai ghaibnya imam dan bakal kembalinya dia pada waktu yang tepat,

membantu kaum syi'ah tabah dalam keadaan-keadaan yang sulit dan mengharapkan

t' Jalaluddin Rahmat, Islam Alternati.f hal.265
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sedikit banyak pembaruan selama belum tampilnya kembali imam tersebut sebagai

Al-Mahdi.

Hanya sang juru selamatlah yang memiliki otoritas politis yang absah' pada

saat menunggu inilah, untuk Sementara otoritas politik dan agama dilaksanakan oleh

para wakil imam. Hal demikian biasa diterima, mengingat selama kegaiban imam

proses komunikasi supra natural dalam penilaian Syi'ah Imamiyah masih dilakukan'

Berdasarkan kepedulian ulama para faqih Imamiyah untuk memberi

para pengikut mereka bimbingan praktis yang relevan dengan kelangsungan hidup

mereka dibawah otoritas-otoritas politik yang zalim, maka penting untuk mengatakan

dari pertama bahwa tidak ada diantara teks-teks klasik yang membahas madzab

dasariah tmamiyah yang membahas langsung kemungkinan bukan sebagai suatu fait

accompli, otoritas Imamiyah selama ghaibnya imam'2o

Pembahasan sebagaimana tersebut di atas mengesampingkan istilah doktrin

imamah, disebabkan oleh tidak adanya wakil yang ditunjuk langsung oleh imam ke

dua belas (al nai'b al-khashsh). Perwakilan khusus selama ghaibnya imam

(373-941) dipandang sebagai bimbingan imamah teologis yang diabsahkan melalui

perwakilan yang secara eksplisit ditunjuk oleh imam. Selama ghaib itu imamah

dilakukan melalui niyabah (perwakilan) sampai kembalinya imam ghaib'

,, A.

Ilyas Hasan,
A. Husein Sachedine, The Just Ruler (Al sulthan At'adil) in shi'isme Islam,-Teq'iilriirirrpinan 

Dalam Islam Prespektif Syi hft, (Bandung; Mizan, 1994). 159
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5. Raj'ah

Doktrin Syi'ah Imamiyah tentang raj'ah ctipahami sebagai suatu penantian

akan datangnya imam Mahdi sebagai sang juru selamat.2r Bagi pemahaman Syi'ah

imam NIahdi yang ghaib itu tinggal menunggu waktu saja, kapan Allah akan

memunculkan sebelum datangnya hari pembalasan' Karena kedatangan al-Mahdi

merupakan rahasia Allah, maka manusia tidak bisa memastikan kapan peristiwa itu

bakal terjadi. satu-satunya langkah yang harus diupayakan sebagai antisipatif adalah

dengan melihat beberapa indikator yang tertuang dalam hadits nabi maupun

penegasan imam SYi'ah.

Dalam kitab Al Aqidah Al tmamiyah diungkapkan bahwa pada suatu masa

nanti Allah akan menghidupkan orang-orang yang telah mati, dengan berbagai

bentuknya. Kemudian Allah akan mengangkat derajat mereka dan menghinakan

derajat mereka sesuai dengan substansi amal mereka masing-masing' Bagi sebagian

Ulama' Syi'ah puncak kejahatan adalah apa yang telah dilakukan oleh

khulafaurrasyidin yang dianggap telah merampas imamah Ali Bin Abi Thalib'

Sedangkan bagi pengikut Syi'ah yang tidak mempercayai akan datangnya Imam

Mahdi sebagai juru selamat maka ia telah berada diluar garis kepengikutan Syi'ah.

Diantara hadist nabi yang dapat dijadikan sebagai renungan dalam penetapan

aqidah Raj'ah adalah :

" Muhammad Al llasyrmi, Ahh Bahasa H. M. Rasyidi, Hakelcat Aqidah Syi'ah'

(Jakarta; Bulan Bintang, 1989). 145
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" Kalau kamu melihat kebenaran telah mati, dan orang-orang yang jujur telah hilang'

dan kamu rnelihat ketidak adilah meraja lela dan alqur'an telah diremehkan' bahkan

ditafsiri sesuai kehendak manisia; kamu juga melihat orang-orang bodoh lagi salah

telah menguasai orang-orang yang saleh dan benar dan kamu saksikan pintu

kejahatan terbuka lebar, bahkan seolah dianjurkan untuk berbuat jahat; kamu telah

melihat bejatnya moral, dan kamu melihat orang-orang mukmin hanya diam saja

menyaksikan kemaksiatan, tanpa sedikitpun berusaha untuk mencegahnya; kamu juga

menyaksikan perzinaan, perjudian, dan minum- minuman keras dilakukan secara

terbuka tanpa sedikitpun ada yang malu, maka sadarlah " itulah tanda-tanda Allah

akan membangkitkan Al Mahdi.22

Senada dengan penjelasan nabi, lmam Ali juga memberikan argumentasinya

mengenai kedatangan imam Mahdi

" Saya tidak mengetahui kapan itu akan terjadi, tapi tanda-tanda dan kondisi

akan mengisyaratkan kearah kejadian itu, diantaranya, ketika orang-orang

menghancurkan kebenaran, mereka menganggap kebohongan adalah hal yang

biasa, kesombongan terjadi dimana-mana, laki-laki meniru perlakuan

perempuan, masjid hanya sebagai hiasan maka bersiaplah jika sudah demikian

maka kedatangan Al-Mahdi sebagai sang penegak keadilan telah semakin

dekat "

,, Mo.lan Momen, An Inrrodtrction to Shi'i Islam, (London; Yale University

Press,l985).167
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Kedua hadist yang telah dipaparkan di atas menggambarkan bahwa doktrin

imamah tentang masalah Raj'ah merupakan keyakinan yang dianggap sah oleh

sebagian pengikut dari Syi'ah lmamiyah. Ketika kondisi dunia ini sudah tidak tertata

dan jauh dari moralitas ajaran Islam maka masyarakat merindukan seorang juru

selamat yakni Al Mahdi Al Muntazar, maka tugas utama Al Mahdi adalah

menegakkan keadilan, dan memberantas segala kemungkaran setelah sekian lama

dunia terbelenggu oleh propagurda ulah manusia'

6. Wala'dan Bara'ah

Kedua teori ini merupakan pengukuhan bagi Imamah. Wala' merupakan

ketundukan tanpa adanya reserve terhadap imam-imam Syi'ah Imamiyah yang

berjumlah dua belas itu. Sedangkan Bara',ah adalah memutuskan hubungan dari

musuh-musuh imarn apalagi musuh dari pengikut Syi'ah' Dua prinsip di atas

dijadikan sikap politis dalam imamah, dimana dikatakan bahwa bersikap wala'

dan bara'ah adalah suatu kewajiban bagi pengikut Syi'ah sebagai bukti kepatuhan dan

kecintaan terhadap imam-imam mereka. Maka mereka mengatakan tidaklah

sempurna imam seorang Syi'ah kecuali dalam diri mereka tumbuh kecintaan dan

membenci terhadap siapa saja yang memusuhi imam-imam mereka. Maka prinsip

wala' dan bara'ah merupakan wujud loyalitas semata antara pengikut Syi'ah dengan

imam mereka dalam berbagai tindakan baik berupa ritual keagamaan maupun dalam

usaha kemasyarakatan.
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D. Fungsi wilayah Faqih Dalam Pemerintahan Islam Menurut syi'ah Imamiyah

Kaum muslim Syi'ah berbeda dengan kaum muslim Sunni pada umumnya'

mereka mempraktekkan apa yang disebut sebagai negara Islam' Dalam sikap politik

tata negara Syi'atq konsep wilayah faqih sangat sentral' Faqih merupakan otoritas

untuk menafsirkan sumber hukum, melaksanakan serta mengontrolnya' Para faqih

dipandang sebagai wakil imam sementara yang meneruskan kepemimpinan

sebagaimana pada masa rasulullah.

Menentukan kredibilitas para faqih yang mempunyai otoritas sangat sulit'

Karena itu dalam pemikiran politik Syi'ah periode akhir mereka melakukan

penafsiran baru terhadap konsep wilayah faqih. Proses pemahaman masyarakat

terhadap fbqih tertinggi kemudian menjadi elemen utama bagi validitas kekuasaan

f'aqih. seorang pemimpin kemudian dipahanri bukan sebagai wakil imam melainkan

sebagai wakil rakYat.

Munculnya pengertian tentang konsep wilayah faqih ini diprakarsai oleh

imam Khomeini sebagai dampak dari adanya proses keghaiban imam' Konsep ini

dijadikan acuan dalam melaksanakan kedaulatan llahi setelah berakhirnya periode

lmamah. Menurut catatan seorang ilmuwan, Prof Syahabi ia mengatakan bahwa ada

empat tahap penting dalam fase terakhir yurisprudensi Syi'ah Imamiyah :

a. Permulaan ghaib besar imam ke-12 (329 H) sampai meninggalnya Syaikh

Al Thusi 460 H.

b. Masa antara meninggalnya Syaikh Al Thusi hingga munculnya lbnu Al

Muntahar Al Hilli (726H).
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c. Tahap antara kemunculan Al Hilli dan Aqa Baqir binbitani (wafat 1208 H)'

d. Masa antara Aqa Baqir Binbitani sampai saat ini' Pada masa inilah peran

Khomeini muncul dengan mengemukakan rnodel pemerintahan konsep wilayah

faqih.23

Apabila pelembagaan perwakilan imam dipandang sebagai satu-satunya jalan

untuk melestarikan struktur sosial keagamaan ummat Imamiyah' Maka mereka

benar-benar menjadi imam-imam fungsional yang memiliki potensi menjadi sulthan

al zaman (otoritas yang paling berkuasa pada suatu waktu) disitu pula tugas seorang

faqih, walaupun jabatan yang dipegangnya tidak secara langsung diperoleh melalui

washayah atau penunjukan oleh imam terdahulu'

Pelembagaan konsep wilayah faqih dimaksudkan sebagai upaya mengisi

kevakuman imamah sekaligus menjaga kelestariannya. Pemikiran tersebut dapat

dipahami mengingat imamah bagi kaum Syi'ah merupakan elemen keimanan yang

wajib ada dan harus dipatuhi dengan tampilnya para faqih sebagai pengemban

otoritas teologis sebagaimana pendahulunya sekaligus menempatkan mereka sebagai

sulthan al zaman li tadbir al anam (otoritas yang ditunjuk untuk mengelola ummat

manusia)

,, Murntaz Ahmad, Masalah-masalah Teori Politik Islam, hal 13l - 132
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Apabila pada abad-abad sebelumnya islam Syi'ah belum dapat mewujudkan

cita-cita politiknya, yaitu terciptanya tatanan masyarakat Islam dibawah pemerintahan

imam sebagai pemegang kekuasaan untuk menggantikan pemerintahan yang tirani

dan dzalim, meskipun kekuasaan dan kewenangan seorang faqih tidaklah sebesar

kewenangan imam terdahulu namun hal itu dapatlah dipahami bahwa peran wilayah

faqih telah mampu menciptakan tatanan pemerintahan lslami.

Karena para faqih adalah para wakil imam, maka tugas dan fungsinya adalah

sebagaimana tugas dan fungsi imam. Jika para imam berkewajibal membimbing

uurmat manusia setelah beralihirnya siklus wahyu, artinya setelah wat'atnya rasul

Allah yang terakhir (Muhammad SAW). Maka tugas para faqih adalah membimbing

unrmat setelah berakhirnya siklus imamah, yaitu setelah tiadanya imam. Ada

perbedaan mendasar dimana para faqih tidak memiliki sifat ismah2a atau atribut-

atribut istimewa dari para imam sebagaimana yang telah disebutkan dalam

pembahasan terdahulu.

Selain Ismah ada satu hal yang perlu ditegaskan berkenaan dengan teori

wilayah faqih ini, bahwa dalam teori ini terlihat unsur perwakilan rasional

berdasarkan pilihan rakyat berbeda dengan imam yang diangkat langsung sesuai garis

keturunan. Namun figur kekuasaan individual kharismatis tetap saja menjadi hal

yang urgent dalam penentuan kepemimpinan menurut faham Syi'ah Imamiyah.

'o M.H. Thaba'thabai,Inilah Islam, (lpaya Memahami Selunth Konsep Islam-Secara

Ivludah, hal.l20

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



67

Sebagaimana telah diterangkan dalam pembahasan terdahulu bahwa teori

imamah menurut Syi'ah tmamiyah meyakini bahwa imam berhak atas kepemimpinan

politis dan keagaplggtl. Hal ini sesttai dengatt eksistensi imanr itu sendiri, yang,

disamping ma'shum juga ditetapkan oleh nash. Kedua istilah itu menyatu di dalam

diri imam secara integral dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Scahedina kedua

otoritas imam tersebut diistilahkan dengan kepemimpinan temporal dan spiritual.2'

Dimaksudkan dengan temporal karena kekuasaan yang dijabar oleh para

imam telah dijarah oleh penguasa yang telah ada, sedangkan otoritas imam dalam hal

spiritual dimaksudkan bahwa imam itu adalah sosok yang diibaratkan seperti nabi,

dalam arti mereka adalah hujjah Allah diberi kuasa untuk menafsirkan wahyu islam

dan mengelaborasinya tanpa melakukan kesalahan. Kemampuan istimewa ini

terpenuhi, karena eksistensi imam itu sendiri disamping ditunjuk oleh Allah juga

dibekali dengan ilmu yang tinggi. Imam dengan demikian merupakan institusi yang

mengandung bimbingan dan arah bagi kebenaran dalam kepemimpinan yang

berkuasa.

Maka dari itu jika kita mengamati bagaimana ulama' Syi'ah mengartikan

otoritas imam, maka secara spiritual jika seseorang yang melecehkan keberadaan

seorang imam dia dinggap telah kafu. Disamping dua fungsi imam sebagaimana di

atas seorang imam juga memiliki otoritas sosial berdasarkan pada ketetapan hukum

dan nash yang sudah ada. Jika tidak ada berita-berita dan nash yang telah ditetapkan

,t A. Azis A. Sactredin e, The Just Ruler In shi'ite Islam, Kepemimpinan Dalam

P r e s p e kti./' Syi' a h, hal 89-90

Islam
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oleh imam-imam terdahulu maka seorang imam yang berkuasa berhak untuk

menetapkan ijtihad.

Dalam hal otoritas politis, meskipun nash terbatas pada ideal politik belum

mengarah kepada riil politik, para imam telah menampilkan peran baru dalam sistem

politik Islam. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi sebagai politisi dalam

masyarakat Islam, tetapi sekaligus telah menampilkan nilai-nilai politik dan idiologi

politik. Ide-ide poliltik yang mereka ketengahkan telah menghasilkan sebuah

komunitas yang unik dan khas di tengah-tengah komunitas muslim dunia' Dalam

konteks ini lah imamah sekaligus menjadi sebuah sistem ideologi, politik dan sosial

(rnasyarakat) Islam. Meski sampai saat ini secara De facto ummat Islam belum bisa

menerinta konsep politik tersebut namun sebagian atau mayoritas ummat lslam di

Iran telah menerapkan sistem politik semacam ini'

Menurut penelitian Mossawi "dalam Mumtaz Ahmad" ada empat bentuk

perwakilan imam. Yaitu pertama wakil imam, ia merupakan seorang wakil yang

nrempunyai kekuasaan pribadi imam dalam bentuk legalnya' Wakil jenis ini tidak

memiliki otoritas apapurL kecuali dalam hal finansial imam' Kedua wakil khusus

(naib khas), fungsi wakil khusus lebih jelas dan besar daripada wakil, karena wakil

khusus selain menyampaikan laporan, peraturan-peraturan (tawqiat) yang ditulis

sendiri oleh imam. Wakil khusus mengemban tugas yang sebanding dengan otoritas

imam.
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Jenis ketiga adalah Naib am (perwakilan umum). Hal ini dipakai oleh para

ularna' pada tiap-tiap masa yang telah mencapai tingkat mujtahid' Bidang tugas

tersebut menurut Syi'ah Imamiyah dibatasi pada wilayah khash shah yang meliputi

qodho' (pemilihan dan pemutusan perkara). Karena para mujtahid dipandang sebagai

sesuatu yang memenuhi syarat maka mereka paling berwenang dalam melaksanakan

kekuasaan Imam.

Bentuk terakhir adalah perwakilan umum (na'ib fi umur al ammah)' Bentuk

ini mengemban sepenuhnya kekuasaan imam Selam masa keghaiban' Dari ke empat

bentuk tersebut bila dikaitkan dengan otoritas faqih maka pada bentuk ke empat

itulah para faqih menjabat posisi. Karena dalam Syi'ah Imamiyah tidak mengenal

pemisahan antara urusan agama dan politik maka otoritas faqih yang sebenarnya

terbatas mampu melewati beberapa hal penting dalam pemerintahan Islam.

Jika kita melihat fungsi atau otoritas imam dan wilayah faqih maka ada mata

rantai yang berkesinambungan dimana kepemimpinan dalam membimbing

masyarakat mulai nabi Muhammad SAW tidak pernah menunjukkan pada garis

finish. Bila imam mengemban otoritas wahyu maka para faqih mengemban otoritas

yuridis. Maksudnya para faqih bertugas menjadi pelaksana-pelaksana keadilan dalam

pemutusan perkara (qodho') sesuai dengan syari'at Allah dengan keterlibatannya

secara langsung terhadap struktur kekuasaan.

Untuk gambaran secara rinci mengenai otoritas faqih fatwa al-Najafi, salah

seorang ulama' Syi'ah terkemuka pada era Khomeini telah mengeluarkan fatwa yang

cukup untuk dijadikan acuan :
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..Al wilayat, yang nreliputi Pemegangan jablan hakim (al qadha'), mengelola

urusan-urus* ffi"t ial*riztram), p.*"g"ng jabatan politis (al syryasah)' dan

mengumpulkan pajaka"i.tt, *tngefiU un'san y*--"k' dan seterusnla' Atas

nama al sulthan al a'adil d6ngan sebaik-baiknya. Apalagr ketika dalam

mengembann;;t 
-y*g 

*t*baniu memajukan keadilan dan kesalehan' dan

pengaMian *0"0, imamlX"a"ngkala itu merupakan kewajiban perserorangan bila

itu dinyatakan iemikian oleh imari itu sendiri. Ini merupakan kaaatan fwaAa 
Allah,

khususnya ketika kewajiban memajukan kebajikan dan mencegah kemungkaran

bergantung p"J p.ogr*ban wrlayai. Bila seseorang pengemban wilayat, maka ia

wajib memik atr;gg*g jawab ini. Sebagian berargumen bahwa wilayat termasuk

diantara premisarefri, i'.L*t"- (al qudrah) yurg-sesungguhnya merupakan syarat

untuk wajibnya. Dengan demikian tidaklah wajib untuk menguPayakannya atau

menerimanya, dir"U"Uf.I* tidak adanya kewajibal pasti dalam hubungannya dengan

wilayat selama ghaibnya imam. Argumen ini aapat ditentang berdasarkan alasan

bahwa ,.,nu"-f[ng drierlukan dalam bentuk premisAremis untuk memenuhinya

harus dipenJi,"a*"U.trwa kewajiban ini tak terhapuskan kecuali jikl tidak mamPu'

t"t"t., fiemfitan t"ilayat al Sui.han al-adil (yaitu imam) selama glraibnya imam'

karena dia memilih wilayat dalam beberapa bidang. Menurut guru 
-al 

Najafi

Muhanrmad Baqir ibn Mrrlrammad Akmal Al wahid Al.Bibahani, jika faqih yang

ditunjuk oleh irnam berdasarkan izin umum drtrurjuk sebagai sultlrq atau Hakrm

untuk ummat Islam, maka tidak ada penguasa yang tidak adil, seperti yang terladi

dengan Bani Israil. Ini demikiur tcaienitrakim al Slpr' dan al-'Urf (dalam kasus

sepJrti rtu) ditunjuk melalui kehendak itahi (al-Syar')'26

Lembaga wilayah faqih ditegakkan dalam empat prinsip, yaitu Allah sebagai

prinsip tunggal, kepemimpinan manusia yang diwujudkan oleh kepemimpinan Allah,

garis imamah yang melanjutkan garis kenabian dan kepemimpinan nabawiyah, yang

dilanjutkan oleh manusia ketika ghaibnya imam. Empat prinsip penegakan wilayah

faqih tersebut, kelihatannya mengandung sistem falsafi Syi'ah, yang sengaja

diaplikasikan dalam bentuk kelembagaan kepemimpinan antara faqih yang diangkat

berdasarkan selektifitas keilmuwan multi disiplin yang dimilikinya.

Menurut Khomeini wilayah faqih mempunyai otoritas keagamaan yang

bersifat komprehensif yaitu mengatur rnasyarakat berfungsi sekaligus eksekutif dan

2o Sachedina, Kepemimpinan Dalam Islam Prespekti-f Syi 'oh, Ibid. hal 328
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yudikatif.2T Lebih jauh digambarkan bahwa wilayah faqih ini merupakan

pencerminan tugas para ulama' atau intelektual Syi'ah dalam mengembangkan

pemikiran keilmuwan diberbagai bidang disiplin ilmu, seperti ilmu Al-Qur',an,

Hadits, fiqih, ushul fiqih, politik, kedokteran, ilmu bumi, dan lainJainnya' Mereka

rnenjadi rujukan dalam penjelasan mengenai halal dan haram, berfungsi sebagai

media komunikasi ummat, dalam menegakkan syari'at Islam.

pemerintahan lslam haruslah adil (yang berarti harus bertindak sesuai dengan

syari'at) dan karenanya dibutuhkan pengetahuan yang luas mengenai syari'at sebagai

rnodal awal dalam pelaksanaan pemerintahan. Sebagai penguasa seorang faqih harus

memiliki otoritas yang sama dan dapat menjalankan fungsi sebagai imam'

Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu bahwa selama ghaibnya imam

N1ahdi pemerinrahan Islam menjadi hak para faqih Sekali para faqih berhasil

mewujudkan pemerintahan Islam maka rakyat wajib mengikutinya.

Sekurang-kurangnya ada delapan (8) persyaratan yang harus dipenuhi seorang

faqih untuk bisa memimpin sebuah pemerintahan Islam :

l. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum lslam

2. Harus adil, dalam arti memiliki iman dan akhlak yang tinggi'

3. Dapat dipercaya dan berbudi luhur.

1. Jenius

5. Memiliki kemampuanadministratif

z' .hrrnal Ulumul Qur'an,No. 4, Vol. [V, Tahun 1995, hal l9l
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6. Bebas dari segala Pengaruh asing

7. Mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan dan integritas teritorial

tanah Islanr, sekalipun harus dibayar dengan nyawanya, dan

8. Hidup sederhana.2s

Model kekuasaan dalam kepemimpinan wilayat faqih dapat dilihat pada bagan

di bawah ini.

BAGAN II
MODEL KEKUASAAN 66 1trII,AYAT FAQIH "

ALLAH \- Pemegang Kendaulatan

I

Pemegang Kekuasaan

ULAMA'
(Perwakilan Umum)

I2IMAM

NABI

I

I

UMMAT
J

(Sumber : Jurnal Ulumul Qur'arq Ibid. hal 79) Lihat Mozaffari, 1987. 51

" [bid. Hal78
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BAB IV

PARADIGMA BARU PEMERINTAH ISLAM

TELAAH TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK KHOMEINI

DALAM REVOLUSI ISLAM IRAN

A. Latar Belakang, Perkembangan Revolusi Islam lran

Pada tanggal l7 Desember 1941, M. Reza Pahlevi dinobatkan sebagai shah

(raja) kedua di lran. Ia mendapat gelar His Imperial Majesty, M. Reza Pahlevi, shah

of Shahs, Light of Aryans; yang berarti yang dipertuan kemaharajaan resi baginda

M. Reza Pahlevi raja di raja cahaya orang-orang Aria'

Selama kurang lebih 38 tahun di bawah kekuasaannya, Iran mengalami

kemajuan pesat dalam pembangunan frsik utamanya di bidang ekonomi sektor

industri. Namun kemajuan ini tidak secara otomatis berdampak positif pada bidang-

bidang yang lain. Umpamanya dalam bidang politik, sosial budaya sehingga hal ini

pada proses yang telah berjalan menjadi berbalik arah dan menjadi bumerang bagi

kekuasaan Shah. Adapun faktor-faktor yang mernyebabkan atau yang melatar

belakangi runtuhnya rejim Shah sehingga dikenal adanya revolusi Islam Iran ada

beberapa faktor, diantaranya :

l. Faktor Ekonomi

Industri dengan sasaran utama meningkatkan GNP yang dititik beratkan pada

pembangunan industri pada tiga bidang yang menonjol ; kontruksi mobil, elektronik'

dan peralatan rumah tangga. Sebagaimana lazimnya sebuah negara yang sedang

73
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mengupayakan menuju kemajuan maka, pemerintah Shah tidak cukup merealisasikan

dalam bentuk investasi sendiri. Dalam artian pemerintah memerlukan bantuan modal

dari pihak asing, guna memajukan sektor industri'r

Pemerintah lran mengadakan kerja sama (ioirtt venture) dengan negara-negara

baik blok barat maupun blok timur. Diantara negara yang turut andil adalah Amerika

Serikat, Uni Soviet, Cekoslovakia serta Rumania. Apa yang diharapkan akhirnya

terwujud dimana industri berkembang dengan pesat yang menyebabkan kenaikan

pendapatan GNP perkapita. Karena industri yang dikembangkan pemerintah Shah

bukan industri padat karya, yang dapat menarik tenaga kerja sebanyak mungkin,

maka pengangguran turut mewarnai proses ekonomi dalam pemerintahan Shah'

Sektor ekonomi yang cukup menarik perhatian dalam masalah perminyakan.

Dimana pemerintahan Iran telah mengadakan kerja sama dengan negara-negara Eropa

utamanya Inggris, dengan membuat APOC (Anglo Persian Oil Company) yang

kemudian berubah menjadi AIOC (Anglo lran Oil Company). Walaupun join venture

itu dilakukan oleh dua negara namun ternyata apa yang dihasilkan atau keuntungan

ada pada pihak Inggris.

Keadaan tersebut terus berkembang sehingga muncul gagasan untuk

menasionalisasikan perusahaan minyak lran pada tahun 1951, pada saat Iran dijabat

oleh seorang perdana menteri yang bernama Mossadeg Seorang pimpinan

Front Nasional. Undang-undang untuk menasionalisasikan perminyakan itupun telah

' M. Riza Sihbudi, Dinamila Revolusi Islam lran Sejak Jatuhnya Shah Hinggia

Wafanya Khomeini, (Jakarta; Pustaka Hidayah, 1989)' l8
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rnendapat persetujuan pada I Mei 1951. Undang-undang ini mempunyai dampak

dimana apa yang berkaitan dengan minyak tran adalah menjadi urusan negara Iran

sendiri. Hal ini membuat pemerintah Inggris geram dan mengeluarkan statement agar

supaya negara-negara lain tidak membeli minyak lran'

Masalah nasionalisasi minyak telah menyebabkan perpecahan di kalangan

kelompok nasionalis yang mendukung Mossadeg dengan kelompok kerajaan dan

kalangan militer. Kelompok kerajaan mendapat dukungan dari pemerintah Inggris'

Perdana menteri Mossadeq jatuh pada tahun 1953. Jatuhnya Mossadeq tidak berarti

jatuh pula nasionalisasi minyak karena proglam itu tetap dilanjutkan meski agak

diperlunak.

Dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam AIOC

Joint venture tetap dilaksanakan. Di samping membawa dampak positif nasionalisasi

minyak itupun berakibat negatif dimana melimpahnya hasil produksi tidak dapat

memberi kepuasan pada rakyat. Bahkan jumlah para buruh dan para pekerja di sektor

perminyakan jumlahnya semakin berkurang, Apa yang telah dihasilkan dari sektor

industri melupakan sektor pertanian padahal sebagian besar penduduk Iran

melakukan usahanya dalam bidang pertanian.

pada bulan Januari 1963, pemerintahan Shah mengadakan perubahan-

perubahan yang kemudian dinamakan "Revolusi Putih" yang meliputi enam hal, yaitu

: pertama land reform, kedua nasionalisasi hutan dan padang rumput (pastures),

ketiga penjualan umum pabrik-pabrik milik negara untuk membiayai land reform,
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ke empat pembagian laba antara pemilik dan pekerja pabrik industri, kelima

reformasi undang-undang pemilikan yang memberikan hak kepada wanita dan

keenam pembentukan suatu badan buta huruf'2

Masalah land reform banyak mendapat sorotan dari rakyat dimana secara

garis besar tujuan land reform adalah membatasi pemilikan tanah sehingga tanah

dalam suatu desa hanya dimiliki oleh penduduk desa tersebut' Menyerahkan tanah

yang dibebaskan kepada para petani dan membantu para petani dalam koperasi-

koperasi untuk bekerja lebih efisien. Land reform ini banyak menimbulkan ketidak

puasan di kalangan petani sehingga tanah yang semula milik petani dengan mudah

jatuh kepada pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya demontrasi besar-

besaran tahun 1963 dimana Khomeini menjadi tokoh yang berperan dalam masalah

ini hingga ia dipenjarakan oleh rejim Shah.

2. Faktor Politik

Hankam merupakan bidang kedua yang dijadikan sasaran dalam pemerintahan

Iran setelah masalah industri. Anggaran yang disediakan untuk memodernisir sektor

ini tahun lg77 - 1978 sebesar US $7,8 Milyar atau 24 % dail anggaran pembangunan

dalam masa itu. Rejim Shah banyak mendapatkan bantuan peralatan militer dari

pemerintah Amerika Serikat, mereka tidak segan-segan memberikan bantuan dalam

bidang tersebut.

' Riza Sihbudi, Ibid. hal23
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Amerika Serikat berkepentingan dalam kuatnya sistem pertahanan lran karena

lran termasuk negara anggota CENTO (Central Asia Treaty organisation) negara

anggota CENTO yang berada di bawah payung Amerika. CENTO dimaksudkan

untuk membendung kekuatan komunisme dan lran dijadikan Amerika Serikat

sebagai negara Buffer State dalam menghadapi ancaman Uni Soviet di kawasan Asia

Tengah.

Pembangunan pertahanan hankam juga dimaksudkan untuk menjamin

keselamatan pelayaran tanker minyak di perairan Teluk Persi guna menghadapi

segala kemungkinan akibat ketegangan hubungan fuab-Israel, India-Pakistan untuk

menjaga kesetabilan wilayah Teluk Persi pada umumnya. Oleh karena itu disamping

memiliki tiga angkatan, pemerintahan Shah juga memiliki pasukan khusus pengawal

kerajaan yang ditakuti oleh rakyat. Dalam rangkaian itu dikenal adanya dinas

intelegen rahasia Agen Savak yang dibentuk tahun 1957'

Dalam faktor politik ini ada yang dikenal dengan partisipasi politik dimana

terjadi fungsi rakyat yang ikut aktif dalam memilih para penguasa penyelenggara

negara yang secara tidak langsung mempengaruhi pemerintahan (publik policy).

Kegiatan yang dapat dikategorikan dalam partisipasi politik adalah memberikan suara

dalam pemilu, menjadi anggota parpol dan menjalin hubungan dengan pemerintah.

(Secara garis besar golongan aganra atau para Mullah mempunyai peranan penting

dalam kehidupan politik, di Iran sesuai dengan ajaran madzhab Syiah yang dianggap

sebagian besar masyarakat muslim lran).
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Madzhab Syi'ah secara tegas mengatakan bahwa tidak ada pemisahan antara

agama dan politik. Manifestasi dari ajaran demikian adalah dalam bentuk secara

langsung keterlibatan kaum ulama dalam kehidupan politik. Akan tetapi ketika rejim

Shah berkuasa sedikit-demi sedikit kekuasaan dan peranan kaum ulama dihapuskan.

penghapusan peran agamawan dari pemerintahan Shah ini bukan tanpa

alasan, sebagaimana disebutkan bahwa maksud Shah membatasi peran kaum ulama

adalah agar apa yang terjadi pada masa perdana menteri Mussadeq yakni kudeta tidak

terulang lagi. Maka Shah merubah sistem Monarki Konstitusional menjadi Monarki

Absolut, Shah juga berhasil melemahkan parlemen dimana seluruh gerak parlemen

rnendapatkan pengawasan ketat dari pihak pemerintah.

partai politik hanya sekedar formalitas, karena hanya partai bentukan

pemerintah saja yang diakui oleh Shah. Di Iran pada waktu itu hanya ada dua parpol

yaitu Melliyun yang kemudian berubah menjadi Novin dan partai Mardom, Untuk

tujuan politik kedua partai tersebut diolah sedemikian rupa dalam mencapai

tujuannya Dalam bidang politik ini disamping Shah menjalin hubungan dengan

Amerika Serikat juga menjalin hubungan dengan Israel, dengan alasan bahwa Negara

Israel merupakan negara pembeli minyak terbesar di Iran. Hubungan inilah yang bagi

rakyat Iran menjadi bomerang sehingga mereka menentang pemerintalq karena Israel

dianggap negara yang memusuhi umat Islam.

Kaum ulama' lran bisa diduga berangkat dari ideologi keagamaan

tradisionalis Syi'ah dimana perlawanan terhadap rezim penguasa merupakan bagian

integral dari teologi tentang kedatangan kembali sang imam yang ghoib meski banyak
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pembaharuan yang dilakukan oleh para ulama' namun pada hakekatnya mereka tidak

bergeser dari prinsip dasar tersebut. Berangkat dari teologi Syi'ah mereka terus

melancarkan kritik tajam terhadap penguasa'3

Dari apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang munculnya revolusi Iran

dalam bidang poitik, apa yang dilakukan Shah adalah sangat kejam dan represif'

Tampaknya, yang ia inginkan tidak hanya memisahkan gerakan Mullah dari umatnya

dengan membatasi gerakannya sebagaimana yang terjadi pada Imam Khomaeni' pada

rahun 1963, disinyalir sebagai langkah untuk melenyapkan dasar-dasar lslam di Iran

sebagimana yang dilakukan oleh Zionis Yahudi terhadap masyarakat Palestina'

Tuduhan itu tidaklah tanpa dasar, sebab pembunuhan yang dilakukan militer

atas perintah Shah terhadap tuduhan orang-orang Syi'ah yang memprotes

penangkapan Khomaeni serta penghancuran terhadap sarana pendidikan Faisiyah'

Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1963 dipandang sebagai tragedi terbesar setelah

Karbala sehingga menyebabkan ribuan pemuda telah menjadi syuhada' sebagaimana

Hasan dan Husein.a

3. Faktor Sosial BudaYa

Modernisasi yang dipraktekan oleh Shah adalah westernisasi dan Sekulerisasi,

yang ini dilihat pada kebijakan shah mengurangi pengaruh agama Islam yang telah

mengakar di kalangan rakyat. Diantaranya ia mengubah kalender Islam (hijriyah)

3 Azyumardi Ana, Pergolakan Politik Islam, (Jakarta; Paramadina, 1996)' 68
.t 

John L. Esposito, Dinamila Kebangunan Islam: lfatak Proses dan Tantangan,

(Jakarta; Rajawali, 1987)' 186-1 89.
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menjadi kalender Persi, serta memberikan keleluasaan bagi masuknya pengaruh

budaya Barat.s Sikap demikian mengakibatkan kebencian rakyat dan mendorong

mereka untuk melakukan perlawanan'

Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Shah baik dalam bidang ekonomi'

politik, serta sosial budaya merupakan sebab awal terjadinya revolusi lran' Revolusi

yang dilakukan oleh rakyat lran itu dimotori oleh seorang ulama' tua renta yang

dikenal sebagai Mullah yang bernama Ayatullah Khomaeni. Untuk lebih jelasnya

biograti Khomaeni akan penulis paparkan sebagai berikut .

.Nama lengkapnya adalatr Ayatullah Ruhullah Khomeini, lahir di Khomein lran pada

17 Mei 1900. Nama itfiny" adalah Ruhullah Musavi, serupa dengan gelar yang diberikan

oleh Allah SWT kepada Nabi Isa As. (Q.S 4 : l7l). suaryql* kata Ayatullah atau bisa

OirrUut juga Ayatutian et-Uzma di depan nam.nya murunjukkan bahwa ia adalah seorang

ulama'terkemuka dan merupakan fingkat ulama (Mullatt) tertinggi dalam mlsyaqkat Syi'ah

lmamiyah atau Imam dua belas. Khlmeni adalah anak seorang ulama terkemuka di kota

Khumein bemama S"yyri Musthofa Khomerni yang tewas drbunuh oleh kaki tangan dinasti

Qajar ketika Xt o.e*i masih baf, sesuai 
-dengan 

tt qtl masyarakat lran, ia telah

ni.ngrny"* pendidikan agama sejaf masih kanak-kanak. Salah seorang guru yang paling

6.rffi a"furi memberikan-dasardasar pengetahuan agamL adalah kakak kandungnya sendiri'

A>,liJfrr, passadideh. Khomeini adalah termasuk pribadi yang cerdas dan introvert. Oleh

karenanya tidak mengherankan apabila dalam usia relatif muda atau 19 tahun, tepafrrya pada

tahun l9l9 bersarnaai dengan study hukum Islam Fiqh di Qum kepada Ayatullah Ali Yasrebi

fury-i (w. 1959), ia jug-a memahami dua tadisi Islam yang tidak laam. qtuk pemuda

,ruri-y., yartu Irfur 1gn-orir, pengetahuan mistis yang mengupayakan keala-ab.an manusia

a.r,g*'Alf'"h), dan hifmah (sistem pemikiran yang sepenuhnya logis dan skolastis). Dua

leniJ pemikiran inrtatr yang membiwa dampak pada pemikirannya selanjutnya, karena

kedalaman ilmunya rtu'Kh-omeini sejak usii remaja sudah aktif memberikan ceramah-

.rr"*.t te,patnya-utr* 1930-an, ceramah-ceramah Khomeini sudatr membahas etika dalam

urti* U.giimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap persoalan umatnya' Pesan

,*g Ar.i"paikan adalatr membangkitkan emosi ralqat yang terlihat lemah dan apatis akibat

Ledlktatoran Shah Raz.za. Kritik khomeini secara terbuka terhadap pemerintah Shah yang

drnilarnya telah menyimpang dari jalur agama dimulai 
-sejak_tahun 

1960, terutama sejak

**gg"f"ya,tyatuitatr nuiraiqi. (w tahun 19 Mar€t 1962). Dari sinilah awal api revolusi

dikobirfan,-dan sebagai akibaurya pada Januari 1963 untuk pertama kahnya ia ditahan. Pada

tahun antara 1963-19?5 Khomeini harus keluar masuk Thanan urtuk selanjutrrya diasingkan

' Riza Srhbudi, Ibid.hal 29
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ke Bursa, sebuah kota kecil dr Turki, dan pada oktober 1965 ia dlprndah ke Najaf lrak'

Selarn itu untuk mengimbangi ceramahnya ia juga mengajarkan pengetahuannya t€ntang

tasawuf sekaligus filsa-fat. piantara karyanya yang amat monumental adalah Kasf al-Asrar

terbit tahun l94l dan Hukumat Al-Islamiyal terbit-tahun 1969, yang berisikan tentang uraian

mengenai konsep wilayatr Faqih. Ulama' besar yang pemikiran dan gerakannya sempat

,.nig**g dunia ,i Urrpuirg ke Rahmatullah pada tanggal 4 Jruri 1989 diJeheran

ibuksta lran. Jasa terbesarnya .ai*, mengantarkan Iran menjadi sebuah negara Republik

Islam satu-satunya di Dunia yang memaauhn konse'p Teokrasi dan Demokrasi di muka

bumi.6

Revolusi menurut Prof. J. W. Shoorl, adalah gejala dimana terjadi perubahan

yang agak tiba-tiba dari dalam dengan jalan kekerasan dan fundamental mengenai

struktur sosial-politik dan kepeminpinan politik dalam masyarakat yang disertai

perubahan-perubahan fundamental mengenai ideologi, norna dan nilai yang berlaku

mengenai kebijaksanaan pemerintah. (Shoorl dalam Modernisasi, Gramedia, 1980).

Agak sulit memang menentukan kapan persisnya revolusi Islam Iran dimulai.

Namun ketika terjadi pergolakan-pergolakan panjang dimana memuncak pada

terjadinya demonstrasi di kota Qum 9 Januari 1978. Sejak terjadi demonstrasi

tersebut maka pihak oposisi semakin melancarkan aksi-aksi yang semakin intensif,

yang hal ini berlangsung sampai satu tahun lebih. Berbagai upaya telah dilakukan

oleh Shah dengan merubah struktur parlemen namun hal itu tidak mengatasi masalah.

Perjuangan yang dilakukan oleh Khomeini telah mulai sejak ayah Reza

Pahlevi berkuasa, mereka merongrong pemerintahan baik dari dalam maupun dari

luar negeri. para penentang Shah ini dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok

6 Dirangkum da;. Ensiklopedia Islam, Jitid II, (Jakarta; Ictiar Baru Van Houve,

l99O), 52-55 dan Ali Rahmena, Pira Perintis hman Baru Islam, (Bandung : Mizan, 1995)'
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yaitu kaunr Mullah, kelompok Nasionalis terutama anggota Front Nasional'

kelompok gerilyawan Marxis (Mujahidin dan Fedayen lftalq) serta kaum pedagang

Bazaar.

Kelompok lain yang juga ikut ambil bagian dalam runtuhnya rezim Shah

adalah kaum intelektual yang terdiri dari mahasiswa, profesi dan masyarakat kelas

bawah yang merasa dirugikan oleh strategi pembangunan dari kebijakan pemerintah'

peralihan kekuasaan dari Shah Reza Pahlevi pada Khomeini tidak hanya

menyebabkan berubahnya bentuk negara namun juga mempengaruhi seluruh sektor

kehidupan. Dalam bidang politik misalnya peranan kaum agama atau ulama menjadi

sangat menonjol, dimana Khomeini menghidupkan kembali lembaga pemilihan

umum guna memilih seorang presiden serta anggota parlemen.

Dibawah Khomeini lran menganut sikap non blok dalam kebijaksanaan luar

negeri. Semboyan mereka tidak timur tidak barat, tetapi republik Islam (laa

syarqiyyah, laa gharbiiyaah, jumhuriiyah Islamiyah), hubungan diplomatik dengan

Israel dan Afrika selatan diputuskan. Sebaliknya dibuka kantor PLO di Teheran.

Di bidang ekonomi, bila Shah mengutamakan pembangunan disektor industri

maka Khomeini mengutamakan selctor pertanian secara global, kebijakan politik

ekonomi dalam pemerintahan Khomeini lebih dititik beratkan pada taraf hidup rakyat

kecil. Di bidang sosial budaya Khomeini berusaha mengembalikan identitas Islam

69-100, Mojan Momen, An Introduction to Shi't Islam, (New Hoven; Yale University

Press,l985),316-317.
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secara utuh. Usaha-usaha yang dilakukan dalam hal ini adalah melarang segala hal

yalg menjurus kepada kemaksiatan dan segala hal yang berbau barat.

Akan tetapi lazimnya sebuah negara yang baru menata kembali sistim

pemerintahannya setelah sekian lama berada pada belenggu otoritarianisme, maka

apa yang terjadi program dari pemerintahan Khomeini tidak semuanya dapat berjalan

dengan lancar. Khomeini harus menghadapi konflik intern yang terjadi dikalangan

kaun Mullah dan kaum Nasionalis yang hal itupun masih ditambah dengan konflik

negara lain yaitu Amerika dan Irak. Diantara faktor yang melatarbelakangi konflik

Iran dengan negara lain adalah adanya kekhawatiran para pemimpin lrak terhadap

pengaruh revolusi Islam lran serta ambisi Baghdad untuk menjadi "polisi" dikawasan

Teluk Persia.

Ketika masalah-masalah intern Iran telah dapat diatasi maka pada tanggal 15

Desember l98l Khomeini mengeluarkan dekit yang disebut "delapan pasal perintah

imam Khomeini", yang intinya menyatakan bahwa revolusi telah selesai sudah tiba

saatnya bagi rakyat untuk hidup dalam ketentraman dan ketertiban. Dibawah Presiden

Khomeini pembangunan diberbagai sektor mulai dibenahi, sehingga dalam kestabilan

politik lran dapat mengusir Irak yang semula menduduki daerah yang kaya minyak.

Revolusi Iran yang dikobarkan oleh Ayatullah Khomeini mempunyai ciri-ciri

populis dan religius. Ada satu tanggapan menarik dari Dr. Richard N,Frye seorang

ahli masyarakat lran di Universitas Harvard. 'Tlubungan Revolusi Islam di Iran

dengan dunia ketiga, yakni bangsa-bangsa yang memiliki kekuatan dan kekayaan di

dunia, adalah sama seperti hubungan antara revolusi Perancis dengan bangsa-bangsa
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Eropa Barat. Revolusi ini muncul sebagai pelita harapan bagi bangsa tertindas dan

tertekan menunjukkan bahwa rakyat dengan tangan kosong mampu menumbangkan

rejim yang mempunyai kekuatan peralatan tangguh'7

Dalam berjuang modal utama Khomeini adalah keyakinan, ia pernah

mengatakan bahwa "Menyerah kepada penindasan justru lebih tidak bermoral dari

penindasan itu sendiri". Karena keyakinan yang ada dalam diri Khomeini itulah maka

sejarah mencatat bahwa ada seorang ulama' yang mampu menggulingkan kekuasaan

maha Raja di Raja yang dikenal diktator tersebut'

B. Khomeini, Pemikiran Politik Menuju Pemerintahan Islam

Gagasan politik Khomeini guna mewujudkan model pemerintahan Islam

terwujud dengan konsepnya yang dikenal dengan wilayah-faqih. Penulis tidak akan

menjelaskan kembali mengenai kedudukan dan fungsi institusi tersebut karena hal itu

telah penulis uraikan dalam pembahasan terdahulu. Yang akan penulis kemukakan

disini adalah bagaimana gagasan wilayah-faqih Khomeini ini teraplikasikan dalam

model pemerintahan Islam.

Setelah revolusi lslam berlangsung, maka sebagai tindak lanjut dari

pemerintahan adalah membentuk Dewan Revolusi Iran (DRI). Dimana tugas

utamanya adalah sebagai lembaga legislatif yang dirumuskan menjadi :

'Jalaluddin Rahmat, Islam Alternanl @andung; Mizan, 1986).242
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1. Membuat rancangan UUD sebagaimana yang diisyaratkan dalam konsep

wilayah-fac1ih.

2. MempersiaPkanreferendum'

3. Membentukpemerintahansementara.

4. Mengontrol jalannya pemerintahan sementara''

DRI yang beranggotakan 20 orang ini terdiri dari dua kelompok, yaitu 15

orang Mulla yang notabene pembantu dekat Khomeini dan 5 orang kelompok

nasionalis. Dari komposisi ini terlihat ( 5 : 5) Khomeini ingin merangkul juga kaum

nasionalis karena bagaimanapun mereka telah berjasa terhadap berhasilnya revolusi

lslam Iran.

perbedaan prinsip mulai timbul ketika DRI akan menentukan bentuk negara.

Bagi kelompok Mullah tidak ada alasan lain dalam menetapkan bentuk negara kecuali

Islamic-Republic dengan ajaran Syi'ah sebagi dasar ideologinya. Ketetapan ini adalah

wajar sebab mayoritas rakyat Iran adalah manganut tslam madzhab Syi'ah. Akan

tetapi kelompok nasionalis menganggap hal itu dapat mengancam persatuarL dengan

alasan tran telah terbina dengan tidak membedakan ideologi. Atas dasar ini maka

kelompok nasionalis menginginkan bentuk'Demokratic Republic".

Hasil dari perdebatan ini sudah dapat dipastikan dimana kelompok Mullah

dapat mewujudkan idenya. Persoalan selanjutnya yang dijadikan bahasan yaitu

mengenai kedudukan faqih dalam pemerintahan Islam. Disini kita akan menemukan

t Rrza Sibudi, Dinamika Revolusi Islam lran. hal. 65

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



86

kata baru bahwa ada dalam ajaran Syi'ah yang dikenal dengan Marja' Taqlid dimana

Khomeini menempati posisi ini (ahli agama dan hukum Islam Agung)' Karena Marja'

Taqlid ini kecil kemungkinan seorang dewan menyalahgunakan kekuasaan'

DRI kemudian membentuk RII (Republik Islam lran) pada 5 Februari 1959

dengan Dr. Mehdi Bazargan sebagai perdana menterinya' Disini ada dualisme

kepemimpinan dimana DRI dengan kelompok Mullah (Bahesti) sebagai pemimpin

dan RII (Bazargan) dari kelompok nasionalis. Karena dualisme inilah maka'

kebijakan dalam hal pemerintahan yang diambil sering kali tumpang tindih' Maka

sudah dapat dipastikan munculnya perpecahan antara DRI dan RII'

Akhirnya karena Khomeini ada dibalik DRI maka Bazargan meletakkan

jabatan pada 6 Nopember 1g7g, Sejak itulah DRI memegang peranan sebagai

lembaga legislatif dan eksekutif sekaligus. Peran ganda ini dijalankan sampai Maret

lgg0, yang kemudian diberhentikan oleh Khomeini setelah terpilihnya Banissadr

sebagai sekjen DRI yang kemudian menjadi presiden' Sejak itulah perseteruan antara

kelompok Mullah dan Nasionalis berakhir'

Konstitusi Republik Islam Iran lg7g, barangkali sebagai satu-satunya

undang-undang Dasar di dunia ini yang secara eksplisit mencantumkan konsep

wilayah-Faqih Ayatullah Khomeini. Gagasan ini secara struktural dapat membawahi

seluruh lembaga legislati{, eksekutif maupun yudikatif. Untuk mengetahui wilayah-

Faqih dalam struktur konstitusi imam dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut'
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Struktur Politik lran Berdasarkan Konstitusi 1979

( Sebelum Amandemen UU 1989 )

TAUHID

Al Qur'anul Karim

Nubuwwah

Imamah

Wilayah Faqih

Umat lslam

Perrgadilan
Adminigrasi

Dewan
TinCg

Kdrakiman

Deuart
Tnggr

Pertahanan

Pargadilan

Pmgadilan

Delvan
Prrwrlian

I\lajelis
Slura
lslaur

hesiden
Perdrna
It[enteri

Panfunpin
atau

Der* an

Pinpinan

Ingektornt
Jcnderal
Neguru

Sumber : Junul Ulumul Qur'an Vol lV No.4 Th. 1995. hd' 8l
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Struktur Politik Iran Berdasarkan Konstitusi 1979

( Setelah Amandemen UU 1989 )

Nation

PresirJen Majetis Pakar

l. Anggota
Dervan Darurat
Nasional.

2. Teologt Dervan
Pcngrrval.

3. Kepala Cabang
Pengadilan.

.1. Kepala Radio
TV Iran.

5. Kepala Staf
Gabungan.

6. Kepala
Panglinu
rRGC,

7. Panglinu
Tertinggl AB.

88

l. Ketua MA
(5'h).

2. Penuntut
Umum
(Jakgung) (5il').

3. Pcngatur 6

Hakim sebagai

anggota Dewan

Kc nrajclis.

Nlajelis
Pcrmuq'au'a
ratatt Islam

Dervan
Menteri

6 Halont

langsuttg

) Penunjukan

Tugas
l. Meneupkan kesesuaian

antara perundangan vang

disusun majelis dengan

hulum Islam.
2. Menafsirkan konstitusi.

3. Mengarvasi Pemilu

Anggou Dewan Tertinggt
Keamanan Internasional

L Kepala tiga cabang

pemerintalnn.
2. Kepala Dewan Korlando

Tertinggl fuigkatan
Bersenjata.

3. Badan Perencana dan

Anggaran.
.t, Dua wakil lang

dinominasikan oleh
pimpinan.

5. Menlu - Mendagri &
Mcnpcn.

6. Berkaitan dengan urusan

menteri dan Pejabat teras

AB dan IRGC.

Wali
Al Anu

6 Teolog

Dervan
Pengarval

12 anggota

Sumber. Ibi( hal82
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Masuknya wilayah faqih dalam konstitusi adalah sebagai indikator bahwa

konsep tersebut bisa diterima oleh masyarakat Syi'ah lran' Lebih dari itu, dengan

mendirikan pemerintahan Islam dibawah naungan imam dapat terwujud dengan posisi

strategis yang dimiliki oleh wilayah faqih. Keseluruhan peran faqih yang ada tidak

lepas dari upaya Khomeini sebagai pencetus ide dari Republik Islam Iran'

Menurut Khomeini negara Islam adalah negara hukum, dan pemerintahan

Islam adalah pemerintahan konstitusional. Namun menurut Khomeini pengertian

konstitusional dan negara hukum berbeda dengan apa yang selama ini kita kenal'

pengertian konstitusional yang merujuk pada hukum yang disesuaikan dengan

pendapat mayoritas tidak dikenal dalam sistem pemerintahan lslam, karena dalam

Islam sudah ada hukum Tuhan. Dengan kata lain Tuhanlah sebagai pemegang

kekuasaan legislatif dan pemegang kedaulatan tertinggi'

Dari uraian itu dapat kita lihat bahwa dalam konstitusi tran 1979 posisi

tertinggi adalah tauhid, dengan pengertian bahwa seluruh sistem yang berlaku dalam

pemerintahan itu dalam rangka mengtauhidkan pemilik hukum dan keadilan

hakiki, yakni Allah SWT. Seluruh produk pemerintahan harus dilandasi dan dijiwai

oleh nilai tauhid yang sesungguhnya. Proses tersebut didasarkan pada Al-Quranul

Karim dan Hadits yang di bantu dengan kehadiran Nubuwah sebagai penjelas dalam

mengintrepretasikan hukum Illahi.

Seluruh departemen dalam pemerintahan Islam Iran bertanggung jawab pada

wilayah t'aqih. Jelasnya pada pemerintahan Islam jika kekuasaan legislatif dan

eksekutif ada pada para fuqoha (dewan faqih) yang menjalankan fungsi selaku wakil
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imam maka kekuasaan legislatif sepenuhnya menjadi hak Tuhan' Oleh sebab itu

pernerintahan Islam bisa disebut sebagai pemerintahan hukum Tuhan atas manusia'

tetapi bukan berarti tidak ada parlemen'

Parlemen (majelis) diperlukan guna menyusun program dalam membagi

kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk-bentuk pelayanan

pemerintah dalam sebuah negara.' Dari logika politik semacam ini maka Khomeini

disamping menggunakan pola pikir idealis-pragmatis sekaligus realistis' Dalam arti

bagaimanapun pemerintah Islam itu adalah untuk menciptakan tatanan dan layanan

kepada masyarakat Islam maka, ketertiban rakyat yang terwakili dalam parlemen itu

diperlukan. Disinilah letak keunikan pemerintahan Islam Iran dengan model

kekuasaan wilaYah-faqih.

Selanjutnya, sesuai dengan tujuan pemerintahan Islam, maka ia harus

memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

l. Mempertahankan lembaga-lembaga dan hukum Islam

2. Melaksanakan hukum Islam

3, Membangun tatanan Islam'

4. Memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam

5. Menentang segala bentuk agresi, mempertahankan pemerintahan dan integritas

teritorial tanah Islam.

6. Memajukan pendidikan.

, Salim Azzam, Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam, (Bandung;

Mizan, 1983), 128
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7 . Memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lain.

g. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara tanpa ada

deskriminasi

g. Memecahkan masalah kemiskinan serta

I 0. Memberikan pelayanan kemanusiaan' 
l0

Dari tugas-tugas tesebut di atas dapat terlihat bagaimana begitu concrennya

pemerintahan Islam terhadap masalah-masalah kemanusiaarL sehingga seluruh

konsep pemerintahan yang dijalakan didasarkan atas hukum.

Atas dasar suatu reinterpretasi revolusi dari konsep wilayah faqih dan imamah

sebagai suatu prinsip yang berkesinambungan dalam kepemimpinan teokrasi, maka

ulama, yang memegang kekuasaan diidentifikasikan sebagai waliyul Al Amr. Dalam

pasal II konstitusi Republik Islam ltan 1979 misalnya menyebutkan bahwa republik

Islam sebagai suatu tatanan berdasarkan keyakinan pada :

..pasal I . Tauhid, kemahakuasaan-Nya dari syari'at-Nya hanyalah memiliki

semata-mata serta kewajiban mentaati perintah-Nya"

.. pasal 5 : lmamah dan kelanjutan kepemimpinan serta peranan fundamentalnya

demi kelanggengan revolusi [slam". I I

Dalam hukumati Islami Khomeini berpendapat bahwa hukum Islam itu bukan

sekedar agama etika tapi di dalam Islam terkandung seluruh hukum dan prinsip-

'o Na.libullah Lafraei, "ldeologi o.f Revolution" dalam Riza SiSihbudi, Tiniauan

1'erotitis dan Prahis Atas Konsep lhlayah Faqih, (Ulumul Qur'an, Nomor 2, Vol. IV, Tahun

t993),79
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prinsip yang diperlukan pemerintahan dan administrasi sosial' Karena itu

pertrerintahan yang benar menurut lslam yang benar adalah sebuah pemerintahan

yang didasarkan pada dua konstitusi yaitu Qur'an dan Hadist.

Dari paparan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa sahnya suatu

pemerintahan menurut Khomeini adalah jika konstitusi Qur'an dan Hadist itu

dijadikan sumber dari segala sumber dalam penegakan sistem pemerintah atau

hukum. Lepas dari itu semua kedaulatan Tuhan merupakan supremasi tertinggi yang

berlaku secara uliversal di seluruh sektor kehidupan baik politik, ekonomi, sosial

maupun budaya.

Gagasan politik Khomeini yang terwujud nyata dalam gerakannya yang

dikenal dengan revolusi Islam Iran adalah suatu bentuk paradigma baru pemerintahan

Islam, yang perlu untuk dijadikan acuan oleh umat Islam khususnya madzhab Syi'ah

Imamiyah dalam menata kehidupan bernegara'

" Said Amir Arjomand,Ideologi Revolution In Shi 'isze, (Albany; State University
Of New York Press, 1988), 195
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BAB V

PENT)TLIP

A. KesimPulan

Dari beberapa uraian dan penjelasan dalam skripsi ini maka dapat penulis

sinrpulkan sebagai berikut :

l. politik dalanr pandangan Islam dikenal dengan sebutan Teokrasi, dimana

kekuasaan tidak didominasioleh kekuatan kelompok tertentu. Dalam politik Islam

seluruh apa yang dijalankan oleh pemegang kekuasaan atau penyeleggara

pemerintahan sejalan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasullah SAW, sehingga

kedaulatan dalam politik Teokrasi ini terakomodasi dalam kehidupan masyarakat

yang dikenal dengan sistem musyawarah atau demokrasi'

Z Konsep politik bagi Syi'ah Imamiyah adalah diawali dari pemahaman tentang

masalah pengganti rasul dalam masalah kepemimpinan yang mereka sebut

dengan Imamah. Imamah bagi Syi'ah Imamiyah adalah hak waris Ali bin Abi

Thalib sampai dengan keturunannya yang berjumlah dua belas (Ahlul-bait)'

Berbagai upaya politis dilakukan oleh kelompok Imamiyah (dijelaskan dalam

Bab III Sub C) guna mendapatkan jabatan kepemimpinan. Setelah dua belas imam

tersebut maka pemerintahan dilanjutkan oleh institusi Wilayah-Faqih yang

berperan ganda (legislatif dan yudikatif), mereka berupaya untuk menegakkan

93
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keadilan, persaudaraarq kesamaan kedudukan sebagaimana digariskan oleh

syari'at Islam

B. Saran-saran

Sebagaimana maksud diciptakannya manusia di muka bumi yang menurut

bahasa Al-Qur',an disebut Khalifah Fil Ardl, maka seyogyanya barang siapa yang telah

dipercaya oleh Allah SWT. untuk menjabat amanat yang berupa kekuasaan maka harus

dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Para pemegang kekuasaan hendaklah

nreljadikap keadilan dan kejujuran sebagai prjakan dalam menjalankan pemerintahan'

Jika kedua prinsip itu dilanggar, sudah dapat dipastikan kehancuranlah yang akan

didapatkal, nanlun apabila kedua hal tersebut dengan konsisten dilaksanakan maka

cita-cita pemerintahan Islam yang didasarkan pada syari'at akan dapat diwujudkan'

penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan-

kekurangan, karenanya kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis

berharap.
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